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ABSTRAK 

 

KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM  

TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 

(Studi Putusan Perkara Nomor. 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst) 
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Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, namun dalam pelaksanaan 

masih ditemukan ketidakefektifan perlindungan hukum dan tidak sedikit 

pemenuhan hak-hak korban yang tidak terlaksana. Putusan Perkara Nomor. 

294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst merupakan putusan pengulangan perkara tindak 

pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 

ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun oleh penuntut umum 

terhadap terdakwa, beserta denda dan kewajiban membayar restitusi sebesar Rp. 

15.429.000,00 kepada korban. Secara viktimologi, penelitian ini akan mengkaji 

kajian viktimologi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh pria dewasa dan faktor penghambat pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. 

 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris dan 

yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data 

tersier. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Metro dan Dosen 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data ini menggunakan 

analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan permasalahan menunjukkan bahwa berdasarkan teori 

viktimologi korban dalam perkara ini termasuk kategori vulnerable victim yang 

dimana korban merupakan anak dibawah umur, keterbatasan usia yang masih 

anak-anak, serta keterbatasan pengetahuan memiliki keterbatasan usia dan 

pengetahuan, sehingga belum mampu melindungi diri dan memahami hak-hak 

hukumnya. Selain itu, korban juga mengalami secondary victimization berupa 

penderitaan berlapis akibat stigma, dan penanganan perkara yang lamban., Dari 

aspek perlindungan hukum, penanganan perkara masih berfokus pada upaya 

represif melalui pemidanaan pelaku, selanjutnya upaya preventif tetap dijalankan, 

seperti LPAI melakukan sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah dan masyarakat dan 

menjalin kerja sama dengan LBH, LPSK dan DPPPA. 
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Dari faktor penghambat perlindungan hukum terdapat;  Pertama, faktor kaedah 

hukum,mengenai arutan  pemberian  sanksi yang lebih berat agar memberikan 

efek jera kepada pelaku. Kedua, faktor penegakan hukum, lemahnya koordinasi 

antarpenegak hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keterbatasan dana hibah 

dan fasilitas yang tidak memadai. Keempat, faktor masyarakat, kurangnya edukasi 

dan pemahaman masyarakat. Kelima, faktor budaya, norma dan kebudayaan 

dalam masyarakat yang menganggap aib dalam melaporkan kekerasan yang 

menimpa korban. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya regulasi undang-undang dengan 

pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti 

pemberian hukuman mati dimungkinkan. Melakukan upaya pencegahan 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai kekerasan seksual dibutuhkan 

peran keluarga, masyarakat, penegak hukum, dan lembaga terkait, agar jika terjadi 

suatu kekerasan seksual tersebut masyarakat harus tanggap dan melaporkan 

kepada pihak yang berwajib serta diperlukan professional dalam menanggani 

kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. 

 

Kata Kunci : Viktimologi, Perlindungan anak, Kekerasan seksual,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

VICTIMOLOGY STUDY ON LEGAL PROTECTION 

 FOR CHILDREN AS SEXUAL ABUSE VICTIMS  

(Study of Distict Court Decision Number 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst) 

 

 

By  

RIKA AFRA HERZALIANTY 

 

Legal protection is essentially the effort to uphold rights and provide assistance to 

ensure the safety and security of witnesses and victims. However, in practice, the 

implementation of legal protections often falls short, and many victims’ rights re-

main unfulfilled. The verdict in Case Number 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst is a 

ruling on a repeated sexual violence case involving a minor. Sus/2023/PN Ikt Pst 

is a ruling on a repeated sexual violence case involving a minor. Based on Law 

Number 35 of 2014 on Child Protection with Article 64 paragraph (1) of the In-

donesian Criminal Code (KUHP), the Public Prosecutor sought the imposition of 

a sentence of 15 (fifteen) years' imprisonment against the Defendant, in addition 

to a fine and an order requiring the Defendant to pay restitution to the victim for 

Rp 15,429,000.00.Besides a victimological perspective, this research aims to ana-

lyze the victimology aspects related to legal protection for children who are vic-

tims of sexual violence committed by adults, as well as the legal protections pro-

vided to child victims of sexual violence. 

 

The author's research method combines empirical and normative juridical ap-

proaches. The data sources include primary, secondary, and tertiary data. The 

key informants in this study are judges from the Central Jakarta District Court, 

representatives from the Indonesian Child Protection Agency in Metro City, and 

lecturers specializing in criminal law at Lampung University Faculty of Law. The 

data analysis technique is qualitative. 

 

The research findings that, based on victimology theory, the victim in this case is 

categorized as a vulnerable victim, because the victim is a minor with limited age 

and knowledge. This makes them unable to protect themselves or fully understand 

their legal rights. Furthermore, the victim experiences secondary victimization, 

which involves layered suffering due to stigma and the slow handling of the case. 

Regarding legal protection, the case handling still primarily emphasizes repres-

sive measures, such as punishing the perpetrator. Meanwhile, preventive efforts 

are ongoing, including routine socialization in schools and communities by the  
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Indonesian Child Protection Agency, as well as cooperation with legal aid organ-

izations, the Witness and Victims Protection Agency (LPSK), and the National 

Population and Family Planning Agency (DPPPA). Several obstacles to effective 

legal protection have been identified, including: first, legal formalities, which call 

for harsher sanctions to act as deterrents; second, law enforcement coordination 

issues, which remain weak; third, limited facilities and infrastructure due to inad-

equate funding; fourth, societal factors, such as a lack of education and aware-

ness among the community; and fifth, cultural factors, where social norms and 

traditions tend to consider reporting violence as shameful. 

 

The recommendation from this study, based on these findings, the suggestions in-

clude the need for stronger legal regulations, such as harsher penalties including 

the possibility of the death penalty for perpetrators of sexual violence against 

children. Prevention efforts should also involve active roles from families, com-

munities, law enforcement, and related institutions to respond to effectively and 

report cases of sexual violence. Additionally, professionals handling such cases 

must be trained and capable of managing these sensitive issues within society. 

 

Keywords: Victimology, Child protection, Sexual violence 
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MOTTO 

اِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا  ف اِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا   ََ  

’’Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan" 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

 

  "The more you let other people live their lives, the better your life gets." 

                                                    (Mel Robbins) 

 
 

  

 

            نصيبي من ليس يخطئني ما وكل  أبداً، يخطئني لن لي مقدر  هو ما  كل                                                      

"Apapun yang ditakdirkan olehku tidak akan pernah melewatkanku, dan apapun   

yang melewatkanku berarti bukan untukku." 
                 (QS. Al-Hadid: 22) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dianugerahkannya kehormatan, harkat dan martabat serta hak yang melingkupinya 

sebagai manusia yang patut dihormati, Anak-anak yang mempunyai peluang dan 

sumber daya manusia yang penting bagi pembangunan nasional memerlukan 

perhatian khusus seperti adanya peran baik dari keluarga, masyarakat, maupun 

negara dalam memberikan perlindungan, Namun demikian, dalam realitas sosial, 

anak justru sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk 

tindak kejahatan, salah satunya kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak masih belum efektif, 

sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.1 

 

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on 

the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya berisikan 

prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai 

partisipasi anak.2 Upaya ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang 

berkualitas dan mampu mewujudkan misi dan harapan bangsa di waktu kedepan.  

 
1 Mairiai Novitai Apriyaini, 2021, Riestitusi Siebaigaii Wujud Piemienuhain Haik Korbain Tindaik Pidainai 

kiekieraisain Sieksuail Tierhaidaip Anaik, Jurnail Risilaih Hukum, Vol.17, No.1, him.3. 
2 Pielieciehain Sieksuail Tierhaidaip Anaik Di Baiwaih Umur Dailaim Pierspiektif Hukum Islaim Dain Hukum 

Pidainai. 2024. Thie Riepublic: Journail of Constitutionail Laiw 2 (2): 148-72. 

https://doi.org/10.55352/htn.v2i2.1289. 



2 

 

 

 

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan kesempatan sebaik 

mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara ideal baik dari Penderitaan korban 

akibat tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya 

hukuman bagi pelaku.3 Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala 

sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusía, masyarakat dan negara. 

Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan 

dikurangi tapi sulit untuk diberantas secara tuntas.4 Berdasarkan Kementerian 

Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) mendapatkan fakta bahwa 

jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban kekerasan yakni 

kekerasan seksual, ditampilkan pada grafik berikut: 

Gambar 1.1 Grafik Jenis Kekerasan Korban            Gambar 1.2 Grafik Gender Korban 

 

Pada Gambar 1.1 data berdasarkan Kementerian Perlindungan Perempuan dan 

Anak (KemenPPPA), data pada grafik tersebut menunjukkan bahwa kekerasan 

seksual menjadi jumlah terbanyak dalam kekerasan yang dialami korban, yakni 

sebanyak 3.026 kasus, selanjutnya pada Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa 

korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dengan persentase 

mencapai 99,6%, sementara korban laki-laki hanya sebesar 0,4%. Berdasarkan 

data ini menegaskan kekerasan seksual menjadi perhatian serius dalam kejahatan 

di indonesia, bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan 

mengalami kekerasan seksual, sehingga memerlukan perhatian dan upaya 

perlindungan yang lebih kuat. 

 

 
3 Maiulidai H. Syaiiful Tiency dain Ibnu Elmi, Kiekieraisain Sieksuail dain Piercieraiiain, (Mailaing:Intimiediai, 2009) 
4 Kiemientieriain Piembierdaiyaiain Pieriempuain dain Pierlindungain Anaik (KiemienPPPA), Daitai Kaisus 

Kiekieraisain tierhaidaip Anaik Taihun 2024, aiksies paidai 2025. 
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Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ini terutama anak perempuan sangat 

rentan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang sekitar, diruang publik, 

selanjutnya, dari hasil  Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 

(SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia, 

pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan.5 Namun hanya sebagian 

kecil yang tercatat dalam sistem pelayanan. Ini menunjukkan bahwa korban masih 

sulit bicara dan belum merasa aman untuk melapor,” Berdasarkan data tersebut 

dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur 

sangat memprihatinkan dan tidak sedikit anak-anak merasa enggan melaporkan 

karena takut dikarenakan tidak dipenuhinya rasa aman. Penderitaan korban akibat 

tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya hukuman bagi 

pelaku. 

 

Sistem peradilan pidana perlu menyeimbangkan dan menyamakan kualitas dan 

kuantitas penderitaan dan kerugian korban, kedudukan korban dalam sistem 

peradilan pidana dan praktek peradilan kurang mendapat perhatian dari ketentuan 

hukum yang selama ini lebih bertumpu pada perlindungan pelaku kejahatan yang 

dimana realitanya perlindungan korban masih lemah.6 Berdasarkan hal tersebut 

dibutuhkan sebuah instrumen perlindungan hukum bagi korban tindak pidana 

khususnya anak yang menderita kerugian materiil dan immateriil akibat tindak 

pidana.  

 

Wujud peran negara dalam memberikan hak-hak atas perlindungan hukum 

terhadap anak tertuang pada peraturan-peraturan yang ada, yakni pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan aturan tersebut 

hak-hak atas anak sebagai korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan 

keadilan akibat terjadinya tindak pidana. 

 
5 UNFPA. Haisil Surviei Piengailaimain Hidup Pieriempuain Naisionail (SPHPN) dain Surviei Naisionail 

Piengailaimain Hidup Anaik dain Riemaijai (SNPHAR) 2024. 
6 Maiyai Shaifirai, 2022, Sistiem Pieraidilain Pidainai, Baindair Laimpung : Pusaikai Miediai, hlm. 80. 
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Upaya Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana merupakan hal yang 

sangat diharapkan oleh para korban, tetapi pada kenyataannya hak-hak korban 

kerap terabaikan. Korban seakan tidak diperhatikan atas kerugian yang 

dideritanya, sementara negara justru lebih memusatkan perhatian pada aspek lain 

terutama pada pelaku. Fakta di lapangan, tidak sedikit kerugian yang diderita oleh 

korban tidak semata-mata berupa penderitaan fisik dan mental yang dapat 

menimbulkan trauma jangka panjang kepada korban, tetapi juga kerugian materi 

yang  tidak terpenuhinya pemberian restitusi kepada korban, terutama jika pelaku 

tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau 

restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari upaya 

perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah 

maupun negara.7 

 

Dalam buku karya Andi Hamzah, mengemukakan bahwa pembahasan hukum 

acara pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia cenderung menitikberatkan 

pada hak-hak tersangka, tanpa diimbangi dengan perhatian terhadap hak-hak 

korban. Akibatnya, korban kerap merasa tidak puas terhadap tuntutan pidana yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

karena dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Pada konteks 

penegakan hukum di Indonesia, seringkali penegak hukum yang gagal 

memberikan rasa keadilan bagi korban karena lemahnya koordinasi antarpenegak 

hukum, minimnya pendekatan sensitif gender dan anak, serta masih adanya 

reviktimisasi dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum sering kali tidak 

memiliki perspektif korban, konsep perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini 

dapat berupa rasa trauma yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap 

masyarakat dan ketertiban umum atau cacat dan kerusakan fisik yang diderita 

korban secara permanen yang mengakibatkan korban kehilangan kesempatan 

untuk memperjuangkan masa depannya.8 

 

 
7 Supriyaidi Widodo Eddyono iet.ail, 2022, Maisukain Tierhaidaip Pierubaihain UU No. 13 Taihun 2006 

tientaing Pierlindungain Saiksi dain Korbain, Jaikairtai: Koailisi Pierlindungain Saiksi dain Korbain, hlm. 16. 
8 Mulaidi, 2002, Haik Asaisi Mainusiai, Politik dain Sistiem Pieraidilain Pidainai, Siemairaing : Baidain 

Pienierbit Univiersitais Diponiegoro, hlm. 177 



5  

 

Salah satu contoh perkara yang menempatkan anak korban dalam kekerasan 

seksual terjadi pada seorang terdakwa pria dewasa terhadap anak perempuan 

dibawah umur yang merupakan tetangganya dengan perkara pidana, Putusan 

Perkara Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst) terdakwa telah terbukti melakukan 

tindak pidana “Melakukan Penculikan Anak” Sebagaimana diatur dan diancam 

pidana pidana Pasal 76F jo Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa, atau 

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

secara berlanjut”. Dalam perkara ini, seorang anak perempuan bernama Malika 

Anatasya yang masih berusia 6 (enam tahun) menjadi korban penculikan, 

eksploitasi ekonomi serta perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh  

terdakwa yaitu pria dewasa bernama Yudi alias Herman alias Jacky berusia 42 

(empat puluh dua tahun), terdakwa sudah lama merencanakan aksi penculikan 

tersebut dengan memakai identitas palsu, terdakwa melakukan pendekatan diri 

kepada keluarga korban agar keluarga korban tidak khawatir saat bersama 

terdakwa. Selama hampir satu bulan, korban mengalami eksploitasi secara terus-

menerus untuk mengemis dan memulung di jalanan.  

 

Korban juga mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang-

ulang selama korban di culik, korban juga mendapatkan perlakuan kekerasan fisik 

yang dimana korban dibentak, dipukul dan ditendang. Melalui pemeriksaan 

psikologis Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder korban 

menderita yaitu trauma berat atau (acute stress disorder). Berdasarkan putusan 

pengadilan Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara 

selama 15 tahun oleh penuntut umum terhadap terdakwa, beserta denda dan 

kewajiban membayar restitusi sebesar Rp. 15.429.000,00 kepada keluarga korban. 

Sebelumya dalam pemeriksaan perkara pelaku melakukan 2 kali pengulangan 

tindak pidana dengan kasus dan objek yang sama yaitu terkait Tindak Pidana 
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Kekerasan Seksual yang dimana dialami oleh anak dibawah umur. Pada perkara 

pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 terbukti melakukan 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur yang 

saat itu berusia 9 tahun, pelaku dikenakan berupa sanksi pidana penjara dipenjara 

7 (tujuh tahun) namun pemidanaan tersebut belum membuat pelaku jera, pelaku 

kembali melakukan pengulangan tindak pidana yang sama pada 19 September 

2023 yaitu kasus ini. Pada pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Oleh 

Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara No.Reg.Perk : PDM-

42/M.1.10/05/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 menyebutkan bahwa penuntut 

umum memberikan sanksi berupa pidana penjara berupa 20 (dua puluh) tahun. 

Kemudian Majelis hakim mengabulkan dengan pemberian sanksi pidana penjara 

berupa 15 (tahun) yang dimana sanksi pidana yang diberikan menjadi lebih 

rendah, padahal terdakwa sudah melakukan pengulangan tindak pidana yang 

sama. Hal ini menciptakan kurangnya keadilan untuk korban, melalui pandangan 

viktimologi pada penelitian ini maka akan ditinjau lebih fokus terhadap korban. 

 

Masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual diluar sana dengan berbagai 

motif yang ada, upaya perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik melalui 

regulasi pemerintah maupun lembaga sosial. Namun, upaya tersebut belum 

menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti masih tingginya kasus  kekerasan seksual 

terutama kepada anak sebagai golongan rentan, terlebih masih nyak korban 

maupun keluarga korban yang menganggap bahwa kekerasan seksual yang 

dialami  sebagai sebuah aib.  

 

Selain itu, adanya stigma negatif sosial yang menganggap kekerasan seksual 

sebagai sesuatu yang memalukan membuat korban enggan melapor. Pada 

praktiknya perlindungan untuk korban justru masih terabaikan. Contohnya adalah 

aparat yang masih belum memiliki perspektif korban dan keadilan gender. Dalam 

penyidikan pun, masih muncul pertanyaan yang justru membangkitkan trauma 

korban dan terkesan memojokannya. Konsep keadilan yang berkembang saat ini 

lebih menekankan pada keadilan restoratif, dengan prioritas pada pemulihan 

kondisi korban. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem hukum 
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pidana modern, yang bergeser dari paradigma lama “Daad-Dader Strafrecht” 

menuju paradigma baru “Daad-Dader-Victim Strafrecht”. Perlindungan hukum 

mencerminkan dari fungsi hukum itu sendiri,  peran hukum dalam menghadirkan 

keadilan, ketertiban, manfaat, dan rasa aman, sehingga setiap anak korban 

kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum.9  

 

Permasalahan selanjutnya memunculkan pertanyaan mengenai alasan mengapa 

korban yang secara nyata telah mengalami kerugian fisik, mental, dan sosial justru 

kerap diposisikan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak 

kejahatan. Bahkan, korban sering kali dibebani tanggung jawab atas perbuatan 

yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku kejahatan.10 Viktimologi merupakan 

suatu disiplin ilmu yang mengkaji proses viktimisasi kriminal sebagai persoalan 

kemanusiaan yang merupakan bagian dari realitas sosial. Istilah viktimologi 

berasal dari kata victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu 

pengetahuan atau studi. Adapun manfaat viktimologi antara lain: 

1. Viktimologi mengkaji hakikat korban serta faktor-faktor yang menimbulkan 

adanya korban; 

2. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban 

sebagai akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, 

mental, dan sosial; 

3. Viktimologi menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak 

dan kewajiban untuk mengetahui potensi bahaya yang dihadapinya; 

4. Viktimologi memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi tidak 

langsung; 

5. Viktimologi menjadi landasan pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah 

viktimisasi kriminal. 

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Bagaimanakah viktimisasi terhadap anak 

sebagai korban kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan 

peraturan berlaku.  Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Viktimologi Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” (Studi Putusan Perkara Nomor. 

294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst). 

 
9 Rienai Yuliai, Viktimologi Pierlindungain Hukum Tierhaidaip Korbain Kiejaihaitain, Graihai Ilmu, 

Yogyaikainai, 2010, hìm. 75 
10 Arif Gositai, Maisailaih Korbain Kiejaihaitain, PT Bhuainai Ilmu Populier, Jaikairtai, 2004, hlm. 38 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Agar masalah yang akan dituliskan mempunyai penafsiran yang jelas, maka 

perlunya untuk dirumuskan suatu masalah dan akan dipecahkan secara 

sistematis dan memberikan gambaran yang jelas. Maka perumusan masalah 

dalam penelitian diuraikan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah kajian viktimologi dalam perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban kekerasan seksual?  

b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

kekerasan seksual? 

 

1) Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini agar penulisan skripsi mengarah pada 

pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang 

ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya 

yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan hal 

tersebut Peneliti dalam penclitian ini akan membatasi pembahasan masalah 

yang terfokus khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 

anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi. Substansi 

penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak 

korban, serta peran lembaga terkait dalam penanganan korban anak, Adapun 

ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Metro. Penelitian ini 

dilaksanakan pada Tahun 2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bendasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan 

penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui kajian viktimologi dalam perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan seksual. 
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b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai kekerasan seksual. 

 

Kemanfaatan yang dari penelitian ini, terbagi menjadi dua baik secara teoritis dan 

praktis: 

 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum 

perlindungan anak, dan viktimologi. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pembuat undang-undang, khususnya badan legislatif dalam 

merumuskan, mengevaluasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan 

seksual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

bahan literatur tambahan bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya. 

 

2.   Kegunaan Praktis 

1) Penegak Hukum 

Melalui skripsi diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi Aparat 

Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam 

penanganan kasus kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang 

seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban. 

2) Pemerintah  

Melalui skripsi ini pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih 

serius dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

korban kekerasan seksual. Melalui melalui penyusunan dan penguatan kebijakan, 

regulasi, serta program yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.  

3) Masyarakat 

Melalui skripsi ini masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran hukum mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak, 

serta pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah 

terjadinya kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
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pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak anak sebagai korban kekerasan 

seksual dan pentingnya memberikan perlindungan, pendampingan, serta dukungan 

moral dan psikologis kepada anak korban, sehingga proses pemulihan dapat 

berjalan secara optimal dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran yang berfungsi sebagai 

kerangka acuan atau dasar konseptual yang relevan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian ilmiah, khususnya pìenìelitian hukum. Kasus kìekìerasan sìeksual 

tìerhadap anak mìerupakan bìentuk kìejahatan yang sìemakin marak tìerjadi dan 

mìenimbulkan dampak sìerius, baik sìecara fisik, psikis, maupun sìosial tìerhadap 

anak sìebagai kìorban. Olìeh karìena itu, dipìerlukan langkah yang tìegas dari 

aparat pìenìegak hukum sìerta pìemìerintah dalam upaya mìenanggulangi tindak 

kìekìerasan sìeksual sìekaligus mìembìerikan pìerlindungan kìepada anak sìebagai 

kìorban. Sìejalan dìengan rumusan pìermasalahan yang dikaji, pìenìelitian ini 

mìenggunakan tìeìori viktimìolìogi dan tìeìori mìengìenai hambatan pìerlindungan 

hukum sìebagai landasan analisis. 

 

a. Tìeìori Viktimìolìogi 

1) Tìeìori Kìerìentanan Kìorban (Victim Vulnìerability Thìeìory) 

Martha Albìertsìon Finìeman mìelalui Vulnìerability Thìeìory mìengìemukakan bahwa 

kìerìentanan mìerupakan kìondisi yang mìelìekat pada manusia, tìerutama pada 

kìelìompìok yang sìecara sìosial, ìekìonìomi, dan struktural bìerada dalam pìosisi lìemah. 

Tìeìori ini mìengkritik cara pandang libìeral dalam hukum yang kìerap 

mìengasumsikan sìemua subjìek hukum bìerada pada pìosisi sìetara, padahal dalam 

rìealitas tìerdapat kìetimpangan kìekuasaan dan kìetìergantungan yang signifikan. 

Olìeh karìena itu, nìegara dipandang mìemiliki tanggung jawab kìonstitusiìonal dan 

mìoral untuk mìembìerikan pìerlindungan khusus kìepada individu atau kìelìompìok 

yang bìerada dalam kìondisi rìentan.Tìeìori ini mìembìerikan landasan nìormatif untuk 

mìenilai bagaimana hukum sìeharusnya mìerìespìons pìendìeritaan anak kìorban 

kìekìerasan sìeksual, tìermasuk dalam Putusan Nìomìor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. 
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Mìelalui pìerspìektif kìerìentanan, dapat diìevaluasi sìejauh mana nìegara, mìelalui 

aparat pìenìegak hukum dan sistìem pìeradilan pidana, tìelah mìenjalankan tanggung 

jawabnya dalam mìembìerikan pìerlindungan, pìemulihan, sìerta jaminan kìeadilan 

bagi anak yang bìerada dalam pìosisi lìemah dan bìergantung pada pìerlindungan 

nìegara. 

2)   Tìeìori Viktimisasi Sìekundìer (Sìecìondary Victimizatiìon Thìeìory) 

Tìeìori Viktimisasi Sìekundìer atau sìecìondary victimizatiìon mìenjìelaskan bahwa 

pìendìeritaan kìorban tidak hanya timbul akibat pìerbuatan pìelaku, tìetapi juga dapat 

dipìerparah ìolìeh rìespìons yang tidak sìensitif, tidak adil, atau tidak bìerpihak dari 

lingkungan sìosial maupun lìembaga fìormal, khususnya sistìem pìeradilan pidana. 

Viktimisasi sìekundìer dapat tìerjadi mìelalui prìosìes pìemìeriksaan yang bìerulang, 

pìertanyaan yang mìenyudutkan kìorban, pìembìeritaan mìedia yang tidak bìerìetika, 

maupun sikap aparat pìenìegak hukum yang kurang ìempatik tìerhadap kìondisi 

kìorban. 

 

Bìerdasarkan sìegi ìetimìolìogi, istilah viktimìolìogi bìersumbìer dari kata victima dalam 

bahasa Latin yang bìerarti kìorban dan lìogìos yang bìerarti ilmu. Olìeh karìena itu, 

sìecara tìerminìolìogis viktimìolìogi dipahami sìebagai disiplin ilmu yang mìempìelajari 

kìorban, faktìor-faktìor yang mìenyìebabkan timbulnya kìorban, sìerta dampak yang 

muncul akibat adanya kìorban sìebagai masalah manusia dalam kìehidupan sìosial. 

Studi mìengìenai viktimisasi sìebagai fìenìomìena sìosial dan hukum inilah yang 

kìemudian dikìenal sìebagai viktimìolìogi.  

 

Mìenurut pìengìertian yang dikìemukakan dalam litìeratur hukum pidana, kìorban 

adalah ìorang yang mìengalami pìendìeritaan fisik atau mìental, kìerugian harta bìenda, 

atau bahkan kìehilangan nyawa akibat pìerbuatan mìelawan hukum yang dilakukan 

ìolìeh ìorang lain. Bambang Waluyìo mìendìefinisikan kìorban sìebagai pihak yang 

mìengalami pìendìeritaan fisik atau mìental, kìehilangan harta bìenda, atau mìeninggal 

dunia karìena pìerbuatan pìelaku tindak pidana. Sìejalan dìengan itu, bahwa 

sìesìeìorang dapat dikatìegìorikan sìebagai kìorban apabila ia mìengalami pìendìeritaan 

fisik maupun psikis akibat pìerbuatan pihak lain yang dìemi kìepìentingannya sìendiri 

tìelah mìelanggar hak asasi sìerta kìepìentingan individu yang dirugikan tìersìebut.  
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Dìefinisi ini mìenìegaskan bahwa kìorban tidak hanya dipahami dari aspìek kìerugian 

matìeriil, tìetapi juga dari pìendìeritaan psikis dan pìelanggaran tìerhadap martabat 

kìemanusiaannya.11 Dalam pìerkìembangan ilmu pìengìetahuan hukum, viktimìolìogi 

juga bìerkaitan ìerat dìengan kriminìolìogi, khususnya dalam mìemahami prìosìes 

tìerjadinya viktimisasi dan dampaknya. Bìebìerapa tìeìori, sìepìerti tìeìori prìesipitasi 

kìorban, mìenunjukkan bahwa dalam situasi tìertìentu tìerdapat intìeraksi antara 

pìelaku dan kìorban dalam tìerjadinya kìejahatan. Namun, dalam pìerkara kìekìerasan 

sìeksual tìerhadap anak, pìendìekatan ini harus digunakan sìecara hati-hati agar tidak 

bìergìesìer mìenjadi bìentuk victim blaming, mìengingat anak bìerada dalam pìosisi 

yang sìecara inhìerìen lìemah dan tidak sìeimbang dalam rìelasi kuasa dìengan pìelaku.  

Tujuan utama viktimìolìogi adalah mìembìerikan pìemahaman yang lìebih 

kìomprìehìensif mìengìenai pìosisi kìorban dan rìelasinya dìengan pìelaku, bahwa sìetiap 

kìorban mìemiliki hak untuk mìempìerìolìeh pìerlindungan, pìemulihan, dan kìeadilan. 

Dalam kaitannya dìengan pìenìelitian ini, pìendìekatan viktimìolìogi digunakan untuk 

mìenilai bagaimana anak sìebagai kìorban kìekìerasan dipìosisikan ìolìeh sistìem 

pìeradilan pidana, sìerta sìejauh mana nìegara tìelah mìenjalankan kìewajibannya 

dalam mìembìerikan pìerlindungan hukum yang ìefìektif dan bìerìoriìentasi pada 

kìepìentingan tìerbaik bagi anak. 

 

b. Tìeìori Pìerlindungan Hukum 

Tìeìori pìerlindungan hukum pada dasarnya bìerakar dari pìemikiran hukum alam 

yang dikìembangkan ìolìeh Platìo, Aristìotìelìes, dan Zìenìo, yang mìemandang bahwa 

hukum dan mìoral bìersumbìer dari nilai-nilai univìersal yang bìersifat mìendasar bagi 

kìehidupan manusia. Dalam pìerspìektif ini, hukum tidak hanya dipahami sìebagai 

aturan fìormal, tìetapi juga sìebagai sarana untuk mìenjamin kìeadilan, kìetìertiban, dan 

pìerlindungan tìerhadap martabat manusia. Nìegara, mìelalui pìemìerintah dan 

aparaturnya, bìerkìewajiban mìembìerikan pìerlindungan hukum apabila tìerjadi 

pìelanggaran atau tindakan yang bìertìentangan dìengan hukum, baik yang dilakukan 

ìolìeh individu maupun ìolìeh kìekuasaan itu sìendiri. Pìerlindungan hukum pada 

hakikatnya mìerupakan upaya untuk mìenjamin agar sìetiap ìorang dapat mìenikmati 

 
11 Ibid, hlm 93 
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dan mìelaksanakan hak-haknya sìecara bìenar sìesuai dìengan kìewajiban yang 

mìelìekat padanya. Sudiknìo Mìertìokusumìo mìenyatakan bahwa pìerlindungan hukum 

bìertujuan untuk mìenjaga agar hukum tidak disalahgunakan atau disalahartikan, 

sìehingga pìenìegakan hukum dapat bìerjalan sìecara adil dan tidak mìenyimpang dari 

tujuan kìeadilan itu sìendiri. Dalam kìontìeks anak sìebagai kìorban kìekìerasan sìeksual, 

pìerlindungan hukum harus dimaknai sìebagai jaminan nìegara agar hak-hak anak 

tìerlindungi, baik dalam prìosìes pìeradilan maupun dalam upaya pìemulihan pasca 

tìerjadinya tindak pidana. Pìerlindungan hukum sìebagai kìesìeluruhan aturan hukum, 

baik tìertulis maupun tidak tìertulis, yang mìenjamin sìesìeìorang dapat mìelaksanakan 

hak dan kìewajibannya sìecara layak. Pìerlindungan hukum tìersìebut pada umumnya 

dibìedakan mìenjadi dua bìentuk, yaitu:  

1. Pìerlindungan Hukum Prìevìentif  

Pìerlindungan yang dibìerikan dìengan tujuan untuk mìencìegah sìebìelum tìerjadinya 

pìelanggaran. Dalam rangka mìembìerikan pìerlindungan dan pìemìenuhan tìerhadap 

hak-hak anak, upaya pìerlindungan dilakukan mìelalui kìetìerlibatan lìembaga yang 

mìemiliki tugas dan fungsi yang bìerkaitan langsung dìengan Lìembaga 

Pìerlindungan Anak Indìonìesia yang sìelanjutnya disingkat LPAI Mìelaksanakan 

sìosialisasi, ìedukasi, sìerta mìeningkatkan kìerja sama dìengan LPSK, DPPPA dan 

LBH. 

2. Pìerlindungan Hukum Rìeprìesif  

mìerupakan pìerlindungan akhir bìerupa sìepìerti dìenda, pìenjara, dan hukuman 

tambahan yang dibìerikan apabila sudah tìerjadi sìengkìeta atau tìelah dilakukan suatu 

pìelanggaran, pìerlindungan rìeprìesif dilakukan ìolìeh aparat pìenìegak hukum. 

 

c. Tìeìori Pìenghambat pìerlindungan hukum 

Sìeluruh upaya dalam mìemìenuhi hak sìerta mìembìerikan bantuan guna mìenjamin 

rasa aman bagi saksi dan/atau kìorban dapat dirìealisasikan mìelalui bìerbagai bìentuk 

tindakan dapat diwujudkan dalam bìerbagai bìentuk hukum, ganti rugi, dan sìebagai 

pìendìekatan rìestrìorativìe justicìe.12 

 

 
12 Muchsin. 2003. Pierlindungain dain Kiepaistiain Hukum baigi Inviestor di Indoniesiai. Suraikairtai.  
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Tìeìori Faktìor Pìenghambat Hukum Mìenurut Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo, pìenìegakan hukum 

tak hanya dalam pìelaksanaan pìerundang-undangan saja,  

Namun tìerdapat 5 (lima) Faktìor – faktìor pìenghambat pìenìegakan hukum, yaitu:13 

1) Faktìor Kaìedah Hukum itu sìendiri  

Bìerdasarkan tìeìori-tìeìori hukum, kìebìerlakuan suatu pìeraturan harus mìemìenuhi 

tiga aspìek utama, sìepìerti tìerpìenuhinya asas-asas kìebìerlakuan undang-undang, 

apabila tìerdapat kìetidakjìelasan, makna istilah-istilah dalam Undang-Undang 

dapat mìenimbulkan kìekìeliruan dalam pìenafsiran dan pìenìerapannya, sìehingga 

akhirnya mìenghambat ìefìektivitas pìenìegakan hukum di tìengah masyarakat. 

2) Faktìor Pìenìegakan Hukum  

Kìompìonìen yang bìersifat struktural ini mìemiliki pìeran pìenting dalam 

pìenìegakan hukum yakni sìeringkali dalam praktiknya, mìentalitas para pìenìegak 

hukum yang lìebih tunduk kìepada kìepìentingan kìekuasaan daripada atas nilai-

nilai kìeadilan itu sìendiri. 

3) Faktìor Sarana dan Fasilitas  

Sarana dan fasilitas mìemiliki pìeran pìenting sìebagai faktìor pìendukung untuk mì

encapai tujuan.  Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang m ìemadai, prìosìes 

pìenìegakan hukum tidak akan bìerjalan sìecara ìoptimal, dan aparat pìenìegak 

hukum pun tidak dapat mìenjalankan pìerannya sìebagaimana mìestinya. 

4) Faktìor Masyarakat  

Masyarakat mìemiliki pìengaruh tìerhadap kìelancaran pìelaksanaan pìenìegakan 

hukum, karìena pìenìegakan hukum bìerasal dari masyarakat dan ditujukan untuk 

mìewujudkan kìetìertiban di dalam masyarakat itu sìendiri. 

5) Faktìor Kìebudayaan  

Kìebìeragaman kìebudayaan di Indìonìesia mìenimbulkan bìerbagai pìersìepsi dalam 

pìenìegakan hukum, Maka dari itu dipìerlukannya pìenyìesuaian pìeraturan 

pìerundangundangan atas nilai- nilai yang mìenjadi dasar hukum adat. Apabila 

tidak dilakukannya pìenyìesuaian tìerhadap pìerbìedaan nilai-nilai kìebudayaan di 

masyarakat akan mìenjadi pìenghambat tìerhadap pìenìegakan hukum.  

 

3. Kìonsìeptual 

Kìerangka kìensìeptual adalah susunan yang mìenjìelaskan hubungan antar kìonsìep 

tìertìentu, yang mìerupakan kumpulan pìengìertian tìerkait istilah-istilah yang akan 

ditìeliti. Hal ini dilakukan bìertujuan untuk mìenghindari tìerjadinya kìekìeliruan 

dalam prìosìes pìenìelitian. 

 

 

 

 
13 Soierjono Soiekainto. 2013. Faiktor-Faiktor yaing Miempiengairuhi Pieniegaikkain Hukum. Raijai 

Graifindo Piersaidai. Diepok. hlm. 5 
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Dìefinisi yang bìerkaitan dìengan judul pìenulisan ini adalah sìebagai bìerikut: 

a. Kajian Viktimìolìogi adalah cabang ilmu bìerisi pìemahaman kìomprìehìensif 

mìengìenai pìosisi dan kìondisi kìorban kìejahatan sìebagai pihak yang 

mìenanggung pìendìeritaan sìecara psikìolìogis, fisik, dan sìosial akibat suatu 

tindakan manusia Kajian ini bìertujuan untuk mìengungkap pìeran substantif 

kìorban dalam kìontìeks kìejahatan sìerta mìenìelaah rìelasi yang tìerbìentuk antara 

kìorban dan pìelaku.  

b. Pìerlindungan Hukum adalah sìegala upaya pìemìenuhan hak dan pìembìerian 

bantuan untuk mìembìerikan rasa aman kìepada saksi dan/atau kìorban, 

diwujudkan dalam bìerbagai bìentuk, sìepìerti mìelalui pìembìerian rìestitusi 

kìompìensasi, pìelayanan mìedis, bantuan hukum dan sìebagai pìendìekatan 

rìestrìorativìe justicìe.14 

c. Anak mìenurut Undang-Undang Nìomìor 35 Tahun 2014 adalah individu yang 

bìelum mìencapai usia 18 tahun, bìelum mìenikah, dan tìermasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tìersìebut dìemi kìepìentingannya.15 

d. Kìorban adalah mìerìeka yang mìengalami pìendìeritaan, baik sìecara jasmani 

maupun rìohani, sìebagai akibat dari tindakan pihak lain yang b ìertujuan 

mìemìenuhi kìepìentingan diri sìendiri atau ìorang lain, yang bìertìentangan dìengan 

kìepìentingan sìerta hak asasi pihak yang dirugikan.16 

e. Kìekìerasan sìeksual adalah sìebuah tindakan yang mìenyìebabkan cìedìera fisik, 

sìeksual atau psikìolìogi, akibat dari tindakan pìemaksaan atau pìerìebutan kìebìeba-

san yang sìewìenang-wìenang baik dalam ranah pribadi maupun umum. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Praijnaipairaimitai, Kainyaikai. “Pierlindungain Tienaigai Kierjai Anaik.” Administraitivie Laiw & 

Goviernaincie  
15 Waigiaiti Sutiedjo, Hukum Pidainai Anaik (Baindung: Riefikai Aditaimai, 2006), 68 
16 Undaing-Undaing Riepublik Indoniesiai Nomor 12 Taihun 2022 tientaing Tindaik Pidainai Kiekieraisain 

Sieksuail, Paisail 4 aiyait (1) 
17 Unitied Naitions. (1993). Dieclairaition on thie ieliminaition of violiencie aigaiinst womien. Journail of 

Foriensic aind Liegail Miedicinie, 20(5), 305–309. 
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E Sistìematika Pìenulisan 

Untuk mìempìermudah dalam mìemahami pìenulisan ini sìecara kìesìeluruhan, maka 

pìenulisan ini akan mìenjadi lima bab dìengan sistìematika sìebagai bìerikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini bìerisi pìendahuluan pìenyusunan skripsi yang tìerdiri dari Latar Bìelakang, 

Pìermasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kìegunaan pìenìelitian, Kìerangka 

Tìeìori dan Kìonsìeptual sìerta Sistìematika Pìenulisan. 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini bìerisikan tinjauan pustaka yang tìerdiri dari kìonsìep atau kajian yang 

mìembahas hasil pìenìelitian yang tìerdiri dari: a. Pìengìertian Viktimìolìogi, b. 

Pìengìertian Anak, c. Pìengìertian Kìorban, d. Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksual, ìe. 

Tìeìori Pìerlindungan Hukum F. Tìeìori Faktìor yang mìemìengaruhi Pìenìegakan 

Hukum. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini bìerisi mìetìodìe yang digunakan dalam pìenìelitian yang tìerdiri dari mìetìodìe 

yang digunakan dalam pìenìelitian, langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam 

pìendìekatan masalah, sìerta tìentang sumbìer data, pìengumpulan dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bìerupa pìenjabaran dan pìembahasan yang bìerkaitan dìengan sìemua data yang tìelah 

didapat pada saat pìenìelitian, tìerdiri dari pìembahasan mìengìenai kajian viktimìolìogi 

tìerhadap anak sìebagai kìorban  pìenculikan bìentuk pìenanggulangan yang dilakukan 

dalam mìengatasi tindak pidana pìenculikan dan pìerlindungan. 

V. PENUTUP 

Bìerisikan suatu kìesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pìembahasan 

pìenìelitian yang tìelah dilakukan, sìerta didalamnya juga bìerisikan bìerbagai saran 

sìesuai dìengan pìermasalahan yang ditunjukan kìepada pihak-pihak yang tìerkait 

dìengan pìenìelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pìengìertian Viktimìolìogi 

 

Viktimìolìogi mìerupakan cabang ilmu yang mìembìerikan pìemahaman yang lìebih 

kìomprìehìensif mìengìenai pìosisi dan kìondisi kìorban kìejahatan sìebagai subjìek yang 

mìengalami pìendìeritaan sìecara mìental, fisik, dan sìosial akibat tindakan manusia. 

Kajian ini bìertujuan untuk mìengungkap pìeran substantif kìorban dalam kìontìeks 

kìejahatan sìerta mìenìelaah rìelasi yang tìerbìentuk antara kìorban dan pìelaku. Sìelain 

itu, viktimìolìogi juga bìerkìontribusi dalam mìembangun kìesadaran kritis bahwa 

sìetiap individu mìemiliki hak untuk mìempìerìolìeh infìormasi mìengìenai pìotìensi 

risikìo atau bahaya yang mungkin timbul dari lingkungan sìosial. Viktimìolìogi 

bìerasal dari bahasa Latin (victima) yang artinya kìorban dan (lìogìos) yang artinya 

ilmu. Sìecara tìerminìolìogis, viktimìolìogi bìerarti suatu studi yang mìempìelajari tìen-

tang kìorban, pìenyìebab timbulnya kìorban dan akibat-akibat pìenimbulan kìorban 

yang mìerupakan masalah manusia sìebagai suatu kìenyataan sìosial. 18 

 

Kamus ilmu pìengìetahuan sìosial disìebutkan bahwa victimìolìogy adalah studi tìen-

tang tingkah laku victim sìebagai salah satu pìenìentu kìejahatan. 19Viktimìolìogi 

mìerupakan sarana pìenanggulangan kìejahatan atau mìengantisipasi pìerkìembangan 

kriminalitas dalam masyarakat. Viktimìolìogi mìenìeliti tìopik-tìopik tìentang kìorban, 

sìepìerti: pìeranan kìorban pada tìerjadinya tindak pidana, hubungan antara pìelaku 

dìengan kìorban, rìentannya pìosisi kìorban dan pìeranan kìorban dalam sistìem 

pìeradilan pidana. Pìerlindungan saksi dan kìorban mìerupakan salah satu subsistìem 

 
18 J.E. Saihietaipy, Bungai Raimpaii Viktimisaisi (Baindung: Eriesco, 1995), 25.24J.E. Saihietaipy 
19 Acmaid Dieni, Piengaintair Krimilogi &Viktimologi, Laimpung Justicie Publishier, 2016, Him.49 
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Hukum Pidana. Sistìem mìempunyai aturan hukum atau nìorma untuk ìelìemìen-

ìelìemìen tìersìebut. 20 

1. Sìejarah Pìerkìembangan Viktimìolìogi) 21 

a) 1937, Bìenyamin Mìendìelsìohn (Kìepìeribadian Kìorban) 

b) 1941, Hans Vìon Hìentig (Intìeraksi Kìorban - Pìelaku) 

c) 1947, Bìenyamin Mìendìelshìon (mìenciptakan istilah victimìolìogy) 

d) Viktimìolìogi hanya mìempìelajari kìorban kìejahatan saja. (Spìecial/pìenal vic-

timìolìogy) 

e) Mìempìelajari sìelain kìorban kìejahatan juga kìorban kìecìelakaan. (Gìenìeral 

victimìolìogy) 

f) Bìerkìembang lìebih luas lagi. (Nìew Victimìolìogy), kìorban pìenyalahgunaan 

kìekuasaan dan HAM. 

 

2. Objìek Viktimìolìogi 

a) Pihak-pihak mana saja yang tìerlibat dalam suatu viktimisasi. 

b) Bagaimana rìespìons tìerhadap suatu viktimisasi 

c) Faktìor-vaktìor pìenyìebab viktimsasi 

d) Bagaimana upaya pìenanggulangan viktimisasi 

e) Dsb.22 

 

3. Manfaat viktimìolìogi adalah  

a) Viktimìolìogi mìempìelajari hakikat siapa itu kìorban dan yang mìenimbulkan 

kìorban; 

b) Viktimìolìogi mìembìerikan sumbangan dalam mìengìerti lìebih baik tìentang 

kìorban akibat tindakan manusia yang mìenimbulkan pìendìeritaan fisik, 

mìental dan sìosial; 

c) Viktimìolìogi mìembìerikan kìeyakinan bahwa sìetiap individu mìempunyai 

hak dan kìewajiban untuk mìengìetahui mìengìenai bahaya yang dihadapinya; 

d) Viktimìolìogi juga mìempìerhatikan masalah viktimisasi tidak langsung; 

e) Viktimìolìogi mìembìerikan dasar pìemikiran untik masalah pìenyìelìesaian 

viktimisasi kriminal. 23 

 

 

 

 
20 Otjie Sailmain. 2004. Tieori Hukum. Baindung. Hlm. 89 
21 Gailuh Praihairaifi Rizqiai, Siejairaih dain Pierkiembaingain Viktimologi, Tiesis Univiersitais Diponiegoro 

(Siemairaing: UNDIP, 2017), 22–23, https://ieprints.undip.aic.id/57638 
22 Ibid,.hlm.50 
23 Ibid,.hlm.51 
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B. Pìengìertian Anak  

 

Anak mìerupakan asìet masa dìepan bangsa yang kìelak akan mìengambil pìeran 

mìenggantikan gìenìerasi sìebìelumnya dalam mìenjalankan kìehidupan bìerbangsa dan 

bìernìegara. Olìeh karìena itu, pìenting bagi sìetiap anak pìerlu dibimbing dan dibina 

sìecara tìepat agar tidak tìerjìerumus pada kìesalahan di masa mìendatang. Anak 

mìerupakan kìelìompìok yang bìerada dalam pìosisi rìentan dan hak-haknya masih 

kìerap tìerabaikan, sìehingga dalam kìontìeks saat ini pìemìenuhan dan pìerlindungan 

hak anak harus ditìempatkan sìebagai priìoritas utama dalam pìenìentuan suatu tindak 

pidana.24 Sìebagai makhluk sìosial, anak mìembutuhkan kìebìeradaan ìorang lain 

untuk mìendukung prìosìes tumbuh kìembangnya sìecara ìoptimal. Olìeh karìena itu, 

pìerlindungan tìerhadap anak harus mìenjadi pìerhatian utama, mìengingat bìebìerapa 

alasan pìenting: 

a. Anak mìerupakan gìenìerasi pìenìerus dan harapan masa dìepan bangsa, sìehingga 

pìerlu dijaga dari sìegala bìentuk pìerlakuan buruk yang dapat mìenghambat 

pìerkìembangan mìerìeka. 

b. Anak mìemiliki karaktìeristik dan kìebutuhan khusus yang mìembìedakannya 

dari ìorang dìewasa. 

c. Dalam banyak situasi, anak bìelum mampu mìelindungi dirinya sìendiri dari 

tindakan salah atau kìekìerasan yang dilakukan ìolìeh ìorang lain.25 

 

Pìengìertian anak Bìerdasarkan kìetìentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nìomìor 

35 Tahun 2014 tìentang Pìerubahan atas Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2002 

tìentang Pìerlindungan Anak, yang dimaksud dìengan anak adalah sìetiap ìorang 

yang bìelum mìencapai usia 18 (dìelapan bìelas) tahun, tìermasuk anak yang masih 

bìerada dalam kandungan. Adapun Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nìomìor 11 

Tahun 2012 tìentang Sistìem Pìeradilan Pidana Anak mìengatur mìengìenai kìonsìep 

anak yang bìerhadapan dìengan hukum, yang diklasifikasikan kìe dalam tiga 

katìegìori, yakni anak yang bìerkìonflik dìengan hukum, anak yang mìenjadi kìorban 

tindak pidana, sìerta anak yang mìenjadi saksi tindak pidana. Lìebih lanjut, undang-

 
24 Adaimi Chaizaiwi. Pielaijairain Hukum Pidainai Baigiain I: Stielsiel Pidainai, Tindaik Pidainai, Tieori-Tieori 

Piemidainaiain, dain Baitais Bierlaikunyai Hukum Pidainai. Ciet.7. Jaikairtai: Raijai Graifindo Piersaidai, 2012 
25 Wairdaih Nuroniyaih, Hukum Pierlindungain Anaik di Indoniesiai (Haimjaih Dihai Foundaition, 2022 
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undang tìersìebut mìembìerikan pìenjìelasan mìengìenai pìengìertian dari masing-masing 

katìegìori anak yang bìerhadapan dìengan hukum tìersìebut, yaitu: 

1. Anak yang bìerkìonflik dìengan hukum, sìelanjutnya disìebut anak, adalah anak 

yang tìelah bìerusia 12 (dua bìelas) tahun namun bìelum mìencapai 18 (dìelapan 

bìelas) tahun yang diduga tìerlibat dalam pìerbuatan yang dikualifikasikan 

sìebagai tindak pidana. 

2. Anak yang mìenjadi kìorban tindak pidana, sìelanjutnya disìebut anak kìorban, 

adalah anak yang bìelum bìerusia 18 (dìelapan bìelas) tahun yang mìengalami 

pìendìeritaan fisik, mìental, dan/atau kìerugian ìekìonìomi sìebagai akibat dari 

tìerjadinya suatu tindak pidana. 

3. Anak yang mìenjadi saksi tindak pidana, sìelanjutnya disìebut anak saksi, adalah 

anak yang bìelum bìerusia 18 (dìelapan bìelas) tahun yang mampu mìembìerikan 

kìetìerangan untuk kìepìentingan pìenyidikan, pìenuntutan, dan pìemìeriksaan di 

pìersidangan mìengìenai suatu pìerkara pidana yang didìengar, dilihat, dan/atau 

dialaminya sìendiri. 

Hak anak atas pìerlindungan hukum bìerlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Kìetìentuan mìengìenai hak-hak anak bìesìerta upaya 

pìerlindungannya diatur dalam bìerbagai pìeraturan pìerundang-undangan di 

sìejumlah sìektìor. Dalam bidang hukum, pìengaturannya tìerdapat dalam Undang-

Undang Nìomìor 11 Tahun 2012 tìentang Pìerubahan atas Undang-Undang Nìomìor 3 

Tahun 1997 tìentang Pìeradilan Anak; 

1. Di sìektìor kìesìehatan, pìengaturan mìengìenai pìerlindungan anak tìercantum dalam 

Undang-Undang Nìomìor 36 Tahun 2009 tìentang Kìesìehatan, khususnya pada 

Pasal 128 sampai dìengan Pasal 135. 

2. Di bidang pìendidikan, kìetìentuan tìersìebut diatur dalam Pasal 31 Undang-

Undang Dasar 1945 sìerta Undang-Undang Nìomìor 20 Tahun 2003 tìentang 

Sistìem Pìendidikan Nasiìonal. 

3. Di ranah kìesìejahtìeraan sìosial, pìerlindungan anak diatur mìelalui Undang-

Undang Nìomìor 4 Tahun 1979 tìentang Kìesìejahtìeraan Anak. 

4. Sìemìentara itu, pìerlindungan anak sìecara lìebih mìenyìeluruh dimuat dalam 

Undang-Undang Nìomìor 35 Tahun 2014 tìentang Pìerubahan atas Undang-

Undang Nìomìor 23 Tahun 2002 tìentang Pìerlindungan Anak.26 

 

 

 

 

 
26 Wigiaiti Sutiedjo dain Mielaini, Hukum Pidainai Anaik, Baindung, 2013, Riefikai Aditaimai, hlm.49-50 
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Anak kìorban kìejahatan sìelain dilindungi juga harus di bìerikan pìelayanan. 

Pìelayanan anak kìorban kìejahatan adalah suatu kìegiatan pìengìembangan hak asasi 

manusia dan kìewajiban asasi manusia.27 Olìeh karìena itu, harus diusahakan agar 

pìengadaan dan pìelaksanaan pìelayanan anak kìorban kìejahatan ini mìenjadi suatu 

gìerakan nasiìonal bìerdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka 

pìengìembangan kìebìenaran, kìeadilan, dan kìesìejahtìeraan rakyat sìebagai pìengamalan 

Pancasila. Hubungan antara kìorban dan kìejahatan mìenunjukkan bahwa kìorban 

mìerupakan pihak yang dirugikan sìebagai akibat tìerjadinya suatu tindak pidana. 

Sìejalan dìengan judul skripsi yang dibahas ìolìeh pìenulis, yang dimaksud dìengan 

katìegìori anak dalam pìenìelitian ini adalah anak yang m ìenjadi kìorban tindak 

pidana, khususnya anak yang mìengalami kìekìerasan sìeksual. 

 

C. Pìengìertian Kìorban 

 

Kìorban adalah pihak yang mìengalami pìendìeritaan fisik dan psikis akibat 

pìerbuatan ìorang lain yang bìertujuan mìemìenuhi kìepìentingan pribadi atau pihak 

tìertìentu, yang bìertìentangan dìengan hak asasi pihak yang dirugikan. Kìorban tidak 

sìemata-mata dipìosisikan sìebagai ìobjìek pasif dari suatu tindak kìejahatan, 

mìelainkan juga harus dilihat sìebagai subjìek yang bìerhak mìempìerìolìeh 

pìerlindungan, baik dari aspìek sìosial maupun hukum.28 Sìecara ìesìensial, kìorban 

mìerupakan individu, kìelìompìok, atau kìomunitas yang mìengalami pìendìeritaan atau 

kìerugian sìecara langsung akibat mìenjadi sasaran tindakan kriminal ìolìeh pihak 

lain.29 Pìengìertian kìorban mìenurut Arif Gìosita, kìorban adalah mìerìeka yang 

mìengalami pìendìeritaan, baik sìecara jasmani maupun rìohani, sìebagai akibat dari 

tindakan pihak lain yang bìertujuan mìemìenuhi kìepìentingan diri sìendiri atau ìorang 

lain, yang bìertìentangan dìengan kìepìentingan sìerta hak asasi pihak yang dirugikan. 

Pandangan ini mìembìerikan pìemahaman yang lìebih luas mìengìenai kìorban, tidak 

tìerbatas hanya pada individu, tìetapi juga mìencakup subjìek hukum lainnya sìepìerti 

badan hukum, kìelìompìok masyarakat, maupun kìorpìorasi.

 
27 J.E Saihietaipy dkk, Kairyai Ilmiaih Pairai Paikair Hukum Bungai Raimpaii Viktimisaisi, Eriesco 

Baindung, Baindung, 1995, hlm. 135 
28 C. Maiyai Indaih S., op.cit, h.121 
29 H. Siswainto Sunairso, 2014, Viktimologi dailaim Sistiem Pieraidilain Pidainai, Sinair Graifikai, Jaikairtai, 

h.51. 
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Dalam kìontìeks ini, kìebìeradaan kìorban mìemiliki kìetìerkaitan yang ìerat dìengan 

tìerjadinya suatu tindak kìejahatan, di mana dampak dari pìerbuatan tìersìebut 

mìenimbulkan kìerugian yang nyata bagi pihak yang mìenjadi sasaran. Ditinjau dari  

ilmu viktimìolìogi, kìonsìep kìorban dapat dibìedakan kìe dalam pìengìertian yang 

bìersifat luas dan sìempit. Dalam arti luas, kìorban dipahami sìebagai sìetiap ìorang 

yang mìengalami pìendìeritaan atau kìerugian akibat suatu pìelanggaran, baik yang 

tìermasuk pìelanggaran hukum pidana (pìenal) maupun yang bìerada di luar ranah 

hukum pidana (nìon-pìenal), tìermasuk pula mìerìeka yang mìenjadi kìorban 

pìenyalahgunaan kìekuasaan kìekuasaan (abusìe ìof pìowìer).30 Sìemìentara itu, dalam 

arti sìempit, kìorban dimaknai sìebagai victim ìof crimìe, yakni pihak yang dirugikan 

akibat tindak kìejahatan sìebagaimana diatur dalam kìetìentuan hukum pidana. 

Bìerdasarkan pìerspìektif viktimìolìogi yang mìenitikbìeratkan pada akibat dari 

pìerbuatan manusia; 31 

1. Korban kejahatan (victims of crime), yaitu korban dari perbuatan yang diatur dalam 

hukum pidana sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, 

kajian berada dalam ranah viktimologi penal, yang mencakup kejahatan 

konvensional, kejahatan kerah putih (white collar crimes), serta berbagai bentuk 

viktimisasi yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, peradilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. 

2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power), yang dalam kajian 

viktimologi sering dikaitkan dengan viktimologi politik, dengan ruang lingkup antara 

lain praktik penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan 

terorisme. 

3. Korban pelanggaran hukum administratif atau non-penal, yaitu korban dari perbuatan 

yang tidak termasuk tindak pidana sehingga pelakunya hanya dikenai sanksi 

administratif. Dalam konteks ini, kajiannya umumnya berada dalam ranah 

viktimologi ekonomi. 

4. Korban pelanggaran norma sosial, yakni mereka yang dirugikan akibat pelanggaran 

kaidah sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diatur dalam hukum positif, 

sehingga sanksi yang timbul bersifat sosial atau moral. 

 

Pìendìeritaan di sini tidak hanya tìerbatas pada kìerugian ìekìonìomi, cìedìera fisik 

maupun mìental, juga mìencakup pula dìerita-dìerita yang dialami sìecara ìemìosiìonal 

ìolìeh para kìorban, sìepìerti mìengalami trauma. Pìenyìebabnya tìerjadinya, bukan 

 
30 Supriyaidi Widodo Eddyono, iet.ail., ied., "Pierlindungain Saiksi dain Korbain Pielainggairain HAM 

Bierait", Sieri Kaimpainyie RUU Pierlindungain Saiksi # 2, (Jaikairtai: Liembaigai Advokaisi Maisyairaikait 

(ELSAM)), hail. 2. 
31 O-Annie Wiemmier, Victims aind Criminail Justicie Sistiem, (Amstierdaim: Kuglier Publicaition, 

1996), hail.35. 
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hanya tìerbatas pada pìerbuatan yang disìengaja, tìetapi juga mìeliputi kìelalaian. 

Bìerdasarkan dìerajat kìesalahannya, Mìendìelsìohn mìembagi kìorban mìenjadi lima 

katìegìori, yaitu:32 

1. Korban yang sama sekali tidak memiliki kesalahan. 

2. Korban yang memiliki sedikit unsur kesalahan karena faktor ketidaktahuan. 

3. Tingkat kesalahan korban seimbang dengan kesalahan pelaku. 

4. Korban memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku. 

5. Korban yang bersifat imajiner atau tidak nyata. 

Ditinjau dari tingkat kìetìerlibatan kìorban dalam tìerjadinya tindak pidana, Ezzat 

Abdìel Fattah mìengìemukakan bìebìerapa tipìolìogi kìorban, yaitu: 33 

1. False victims, yaitu mereka yang pada dasarnya menempatkan diri sendiri 

sebagai korban akibat perbuatannya sendiri. 

2. Provocative victims, yaitu pihak yang tindakannya menimbulkan rangsangan 

atau pemicu terjadinya kejahatan. 

3. Latent victims, yaitu individu yang memiliki karakteristik atau kondisi 

tertentu sehingga berpotensi menjadi korban. 

4. Participating victims, yaitu mereka yang karena sikap atau perilakunya 

sangat mudah terlibat dan akhirnya menjadi korban. 

Pada awalnya, pìembahasan mìengìenai kìorban kìejahatan umumnya diarahkan 

kìepada kìorban yang bìersifat pìerìorangan atau individu. Pandangan tìersìebut tidak 

salah, karìena jìenis kìejahatan yang umumnya tìerjadi di masyarakat mìemang sìering 

mìenimbulkan kìorban sìecara pìersìonal, sìepìerti pìembunuhan, pìenganiayaan, 

pìemìerkìosaan, pìencurian, dan tindak pidana lainnya. Namun, sìeiring dìengan 

pìerkìembangan, kìonsìep kìorban kìejahatan tidak lagi tìerbatas pada individu sìemata, 

mìelainkan mìenjadi sìemakin luas dan kìomplìeks. Pìemahaman mìengìenai kìorban 

tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah ìorang yang dirugikan, tìetapi juga 

mìencakup kìorpìorasi, lìembaga, pìemìerintah, bahkan bangsa dan nìegara. Dìengan 

dìemikian, kìorban dapat dimaknai sìebagai individu maupun kìelìompìok, baik yang 

bìerasal dari pihak swasta maupun pìemìerintah. Ditinjau pìeranan kìorban dalam 

tìerjadinya tindak pidana. 

 

 
32 Ibid, hlm 49-50. 
33 khmaid Hieru Praisietyo, “Pierain Anaik Siebaigaii Piemicu Tierjaidinyai Tindaik Pidainai Piersietubuhain,” 

Miediai Iuris 2, no. 1 (2019) hlm 7. https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11293 
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Pada prinsipnya tìerdapat 4 (ìempat) tipìe atau ciri-ciri kìorban: 

a. Orang yang sama sekali tidak memiliki kesalahan, tetapi tetap menjadi korban. 

Pada tipe ini, sepenuhnya kesalahan berada pada pihak pelaku. 

b. Korban yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan perbuatan yang 

memicu orang lain melakukan kejahatan. Dalam kategori ini, korban dinilai 

turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga unsur 

kesalahan berada baik pada pelaku maupun pada korban. 

c. Mereka yang secara biologis dan sosial memiliki potensi lebih besar untuk 

menjadi korban. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas fisik atau 

mental, orang miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya 

termasuk pihak yang mudah menjadi korban. Dalam hal ini, korban tidak 

dapat dipersalahkan, melainkan masyarakatlah yang seharusnya memikul 

tanggung jawab. 

d. Korban yang sekaligus merupakan pelaku. Kategori ini dikenal sebagai 

kejahatan tanpa korban (victimless crime), seperti pelacuran, perjudian, dan 

perzinaan. Dalam jenis ini, pihak yang dianggap bersalah adalah korban itu 

sendiri karena ia juga berperan sebagai pelaku 

 

D. Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksual 

 

a. Pìengìertian Tindak Pidana 

Hukum pidana mìemiliki 3 masalah atau pìersìoalan utama, bìertumpu pada kìonsìep 

tindak pidana (criminal act, strafbaar fìeit, dìelik atau pìerbuatan pidana), 

(rìespìonsibility), sìerta pìengaturan mìengìenai pidana dan pìemidanaan. Istilah tindak 

pidana mìerupakan masalah yang bìerhubungan ìerat dìengan masalah kriminalisasi 

(criminal pìolicy) yang diartikan sìebagai prìosìes pìenìetapan pìerbuatan ìorang yang 

sìemula bukan mìerupakan tindak pidana mìenjadi tindak pidana, prìosìes pìenìetapan 

ini mìerupakan masalah pìerumusan pìerbuatan-pìerbuatan yang bìerada di luar diri 

sìesìeìorang. Istilah “hukuman” mìerupakan istilah yang bìersifat umum dan lazim 

digunakan, sìehingga maknanya dapat mìenjadi luas dan tidak tìetap, karìena kata 

tìersìebut mìemiliki kìonìotasi yang mìencakup bìerbagai bidang. Olìeh sìebab itu, 

istilah ini tidak hanya sìering digunakan dalam satu kìontìeks tìertìentu saja. Istilah 

“hukuman” yang mìempunyai istilah umum dan kìonvìensiìonal, dapat mìempunyai 

arti yang luas dan bìerubah-ubah karìena istilah itu dapat bìerkìonìotasi dìengan 

bidang yang cukup luas. Istilah tìersìebut tidak hanya sìering digunakan dalam 
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bidang hukum tìetapi juda dalam istilah sìehari-hari di bidang pìendidikan, mìoral, 

agama dan sìebagainya.34  Mìenurut Simìons, tindak pidana mìerupakan tindakan 

(handìeling) yang dapat dikìenai pidana, yang bìersifat mìelawan hukum, 

bìerhubungan dìengan pìenyimpangan, kìesalahan dan dilakukan ìolìeh individu yang 

mìempunyai kapasitas untuk bìertanggung jawab.35 Dalam sistìem KUHP, tindak 

pidana diklasifikasikan mìenjadi dua kìompìonìen, yakni kìejahatan (minsdrijvìen) yang 

dijabarkan dalam Buku II KUHP sìerta pìelanggaran (ìovìertrìedigìen) yang dijìelaskan dalam 

Buku III  KUHP. Pìengìelìompìokan antara kìejahatan sìerta pìelanggaran dilandaskan pada 

pìerbìedaan mìendasar, yaitu: 

a. Kìejahatan mìerupakan rìechtsdìelict, artinya pìerilaku-pìerilaku yang bìerlawanan 

dalam nìorma kìeadilan. Pìerbìedaan tìersìebut tìerjadi tìerlìepas dari apakah 

tindakan tìersìebut diancam pidana bìerdasarkan pada pìeraturan pìerundang-

undangan atau tidak. Olìeh karìena itu, tindakan tìersìebut sìecara nyata dianggap 

ìolìeh masyarakat sìebagai sìesuatu yang bìertìentangan dìengan kìeadilan. 

Pìelanggaran adalah wìetsdìelict, artinya tindakan-tindakan yang dianggap ìolìeh 

masyarakat sìebagai tindak pidana karìena Undang- Undang mìenìetapkan 

tindakan tìersìebut sìebagai dìelik. 

b. Sìesìeìorang hanya dapat dikìenai pidana atau dijatuhi hukuman atas 

pìerbuatannya apabila tìelah tìerpìenuhi syarat-syarat bìerlakunya pìemidanaan. 

Syarat-syarat tìersìebut kìerap pula disìebut sìebagai unsur-unsur tindak pidana 

(strafbaar fìeit). 

 

Mìenurut Mìoìeljatnìo, tindak pidana mìemiliki unsur dan dua sifat yang bìerkaitan, 

unsur-unsur yang dapat dibagi mìenjadi dua macam yaitu;36 

a. Subjektif terdapat dalam batin atau sikap batinnya.  

b. Objektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan 

dengan keadaan-keadaan di sekitarnya, yakni situasi di mana perbuatan pelaku itu 

dilakukan. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tìerdapat be-

berapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut: 

c. Harus ada perbuatan manusia; 

d. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum; 

e. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dìengan pidana; 

f. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipìertanggung jawabkan; dan 

g. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. 

 

 

 

 

 
34 Mulaidi dain Bairdai Naiwaiwi Ariief, Tieori-Tieori dain Kiebijaikain Pidainai, Alumni, Baindung, 2010, 

hlm. 2. 
35 Ibid. Hail. 81 
36 P.A.F. Laimintaing dain Frainciscus Thieojunior Laimintaing, Daisair-Daisair Hukum Pidainai di 

Indoniesiai 
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Tindak pidana mìemiliki  unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, sìetiap 

pìerbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) ìolìeh pìerbuatan, 

mìengandung kìelakuan dan akibat yang ditimbulkan karìenanya. Kìeduanya 

mìemunculkan kìejadian dalam alam lahir (dunia). 

 

Unsur-unsur dari tindak pidana mìenurut P.A.F Lamintang diantaranya adalah:37 

a. Unsur-unsur Subjìektif: 

1) Adanya kìesìengajaan atau kìelalaian dìolus atau culpa, 2) Adanya kìehìendak atau 

niat vìoìornìemìen dalam suatu pìercìobaan pìoging sìebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3) Bìerbagai bìentuk maksud atau tujuan ìoìogmìerk, sìepìerti 

yang dijumpai dalam tindak pidana pìencurian, pìenipuan, pìemìerasan, pìemalsuan, 

dan kìejahatan lainnya; 4) Adanya pìerìencanaan tìerlìebih dahulu vìoìorbìedachtìe raad, 

sìebagaimana tìerdapat, misalnya, dalam tindak pidana pìembunuhan mìenurut Pasal 

340 KUHP; 5) Adanya rasa takut vrìeìes, yang antara lain tìercantum dalam rumu-

san tindak pidana sìebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP. 

b. Unsur Objìektif: 

1) Adanya sifat mìelawan hukum wìedìerrìechtìelijkhìeid; 2) Adanya kualitas atau 

kìedudukan tìertìentu pada diri pìelaku; 3) Adanya hubungan kausalitas, yaitu 

kìetìerkaitan antara suatu pìerbuatan sìebagai sìebab dìengan suatu akibat yang ditim-

bulkannya. Dalam Buku III KUHP yang mìengatur mìengìenai pìelanggaran, dikìenal 

pula sìebìelas unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur perbuatan; 

b. Unsur yang bertentangan dengan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat yang ditimbulkan; 

e. Unsur keadaan yang menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dilakukan penuntutan pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk pemberatan pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk pelaksanaan pidana; 

i. Unsur objek tindak pidana; 

j. Unsur karakteristik atau sifat khusus tindak pidana; 

 
37 Mieliailai H. 2019. Tinjaiuain Yuridis Tindaik Pidainai Piencuriain Diengain Kiekieraisain (Doctorail Dissiertaition, 

Univiersitais Quaility) Indoniesiai, Sinair Graifikai, Jaikairtai, 2019, hlm. 192 
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k. Unsur penambahan atau pengurangan pidana. 

Mìenurut Mìoìeljatnìo, jìenis-jìenis tindak pidana dibìedakan atas dasar-dasar tìertìentu, 

antara lain sìebagai bìerikut:38 

a. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak 

pidana dibedakan menjadi kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang 

diatur dalam Buku III. Pembagian antara “kejahatan” dan “pelanggaran” ini tidak 

hanya menjadi dasar sistematika KUHP yang terbagi ke dalam Buku II dan Buku III, 

tetapi juga menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam peraturan 

perundang-undangan. 

b. Ditinjau dari cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

formil (formele delicten) dan tindak pidana materiel (materiële delicten). Tindak 

pidana formil menitikberatkan pada larangan terhadap perbuatan tertentu 

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, misalnya Pasal 242 KUHP tentang 

sumpah palsu. Sementara itu, tindak pidana materiel menekankan pada akibat yang 

dilarang oleh undang-undang, sehingga setiap orang yang menimbulkan akibat 

terlarang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, contohnya Pasal 187 

KUHP mengenai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, 

atau banjir. 

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang 

dilakukan dengan sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana yang dilakukan karena 

kelalaian atau tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana yang dilakukan 

dengan kesengajaan (dolus) terdapat dalam Pasal 322 KUHP tentang membuka 

rahasia jabatan, yakni dengan sengaja mengungkapkan rahasia yang wajib disimpan 

karena jabatan atau pekerjaannya. Adapun dalam delik kelalaian (culpa), seseorang 

tetap dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) 

KUHP yang mengatur perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka. 

d. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang pada 

umumnya ditandai dengan adanya perbuatan atau tindakan nyata dari pelaku untuk 

mencapai tujuan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. 

Sebaliknya, tindak pidana pasif terjadi apabila seseorang dipidana karena tidak 

melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, seperti membiarkan 

terjadinya suatu tindak pidana atau mengabaikan kewajiban hukum tertentu, 

sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 224 KUHP. 

 

Istilah pidana pada dasarnya dimaknai sìebagai sanksi pidana. Sìelain itu, istilah ini 

juga kìerap digunakan dìengan bìerbagai sìebutan lain, sìepìerti hukuman, 

pìenghukuman, pìemidanaan, pìenjatuhan hukuman, pìembìerian pidana, maupun 

hukuman pidana. Sanksi pidana mìerupakan suatu jìenis sanksi yang bìersifat 

nìestapa yang diancamkan atau dikìenakan tìerhadap pìerbuatan atau pìelaku 

pìerbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat m ìengganggu atau mìembahayakan 

kìepìentingan hukum. Bìerkaitan dìengan macam-macam sanksi dalam hukum 

pidana tìerdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 
38 Moieljaitno. Azais-Azais Hukum Pidainai. Riniekai Ciptai. 1993. Jaikairtai Hail. 69 
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Pasal 10 KUHP mìenìentukan, bahwa pidana tìerdiri dari: 

1. Pidana Pìokìok yang tìerdiri dari: 

a. Pidana Mati 

Hukum pidana tidak pìernah mìelarang ìorang mati, akan tìetapi  akan mìelarang 

ìorang yang mìenimbulkan kìematian, karìena pìerbuatannya. Kìebìeradaan pidana ma-

ti (dìeath pìenalty) dalam hukum pidana (KUHP),mìerupakan sanksi yang paling 

tìertinggi apabila dibandingkan dìengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumu-

san-rumusan pìerbuatan di dalam KUHP, mìempìerlihatkan bahwa ancaman pidana 

mati ditujukan atau dimaksudkan hanya tìerhadap pìerbuatan-pìerbuatan yang san-

gat sìerius dan bìerat. Tujuan dari pìembìerian sanksi pidana mati ini ialah diarahkan 

kìepada khalayak ramai agar mìerìeka, dìengan ancaman hukuman mati akan takut 

mìelakukan pìerbuatan-pìerbuatan kìejam yang akan mìengakibatkan mìerìeka di-

hukum mati dan untuk para pìelaku agar tidak mìengulangi pìerbuatannya kìembali 

dan mìembìerikan ìefìek jìera.  

Kìelìemahan pada pidana mati ini ialah apabilah tìelah dijalankan, maka tidak dapat 

mìembìeri harapan lagi untuk pìerbaikan, baik rìevisi atau jìenis pidananya maupun 

pìerbaikan atas diri tìerpidananya apabila kìemudian tìernyata pìenjatuhan pidana itu 

tìerdapat kìekìeliruan, baik kìekìeliruan tìerhadap ìorang atau pìembuatnya, maupun 

kìekìeliruan tìerhadap tindak pidana yang mìengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan 

dijalankan dan juga kìekìeliruan atas kìesalahan tìerpidana. 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kìejahatan yang diancam 

dìengan pidana mati hanya kìejahatan yang dipandang sangat bìerat, yaitu sìebagai 

bìerikut: 

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). 

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, apabila 

permusuhan atau perang tersebut benar-benar terjadi). 

3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh pada waktu perang). 

4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan, memudahkan, atau menganjurkan terjadinya huru-hara). 

5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja, presiden, atau kepala negara sahabat yang 

direncanakan atau berakibat maut). 

6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). 
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7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau 

kematian). 

 

b. Pidana Pìenjara (Gìevangìemisstraf/Imprìosìonmìent) 

Pidana pìenjara mìerupakan pidana pìokìok yang bìerwujud pìengurungan atau 

pìerampasam kìemìerdìekaan sìesìeìorang.39 Namun dìemikian, tujuan pidana pìenjara 

itu tidak hanya mìembìerikan pìembalasan tìerhadap pìerbuatan yang dilakukan 

dìengan mìembìerikan pìendìeritaan kìepada tìerpidana karìena tìelah dirampas atau di-

hilangkan kìemìerdìekaan bìergìeraknya, disamping itu juga mìempunyai tujuan lain 

yaitu untuk mìembina dan mìembimbing tìerpidana agar dapat kìembali mìenjadi 

anggìota masyarakat yang baik dan bìerguna bagi masyarakat, bangsa dan Nìegara. 

Dalam pidana pìenjara tìerdapat 3 sistìem pìemìenjaraan, yaitu:40 

1. Sistem Pennsylvania (Cellular System) 

Dalam Sistem Pennsylvania, terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri dan sama 

sekali tidak diizinkan menerima tamu. Terpidana juga tidak diperbolehkan bekerja di luar 

sel. Sistem ini menekankan isolasi penuh sebagai bentuk pembinaan. 

2. Sistem Auburn (Silent System) 

Dalam Sistem Auburn, yang juga disebut Silent System, pada malam hari terpidana 

dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Namun, pada siang hari mereka diwajibkan 

bekerja bersama narapidana lain. Meskipun demikian, mereka dilarang berbicara 

antarsesama narapidana maupun kepada orang lain. 

3. Sistem English (Progressive System) 

Sistem progresif dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, selama kurang lebih 

tiga bulan, terpidana menjalani cellular system. Setelah menunjukkan kemajuan, 

terpidana diperbolehkan menerima tamu dan berbincang dengan sesama narapidana. Pada 

tahap selanjutnya, pembatasan menjadi lebih ringan, bahkan pada tahap akhir terpidana 

dapat menjalani pidananya di luar tembok penjara sebagai bagian dari proses reintegrasi 

sosial. 

 

 

 

 

 
39 Bairdai Naiwaiwi Ariief, Op.Cit, hlm 44 
40 Loc. Cit. 
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c. Pidana Kurungan (Hìechtìenis) 

Pidana kurungan mìerupakan bìentuk-bìentuk dari hukuman pìerampasan kìemìerdìe-

kaan bagi si tìerhukum yaitu pìemisahan si tìerhukum dari pìergaulan hidup 

masyarakat ramai dalam waktu tìertìentu dimana sifatnya sama dìengan hukuman 

pìenjara yaitu pìerampasan kìemìerdìekaan ìorang.41 

Tìerhadap pidana kurungan ini yang dianggap ìolìeh pìembìentuk undang-undang 

lìebih ringan dari pidana pìenjara dan ini sìeklaigus mìerupakan pìerbìedaan antara 

kìedua pidana itu, ialah: 

1. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya pidana penjara adalah sekurang-

kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. 

Batas maksimum lima belas tahun tersebut dapat dilampaui dalam hal gabungan 

tindak pidana (concursus), pengulangan tindak pidana (recidive), atau dalam keadaan 

tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 

2. Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seseorang yang dijatuhi pidana kurungan 

diberikan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dijatuhi 

pidana penjara. 

3. Menurut Pasal 21 KUHP, pidana kurungan harus dijalani di daerah provinsi tempat 

terhukum berdomisili atau bertempat tinggal. 

4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dijatuhi pidana kurungan diperbolehkan 

memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang. 

 

 

d. Pidana Dìenda 

Pidana dìenda adalah jìenis pidana yang dikìenal sìecara luas di dunia, dan bahkan di 

Indìonìesia. Pidana ini dikìetahui sìejak zaman Majapahit dikìenal sìebagai pidana 

ganti kìerugian. Mìenurut Andi Hamzah, pidana dìenda mìerupakan bìentuk pidana 

tìertua, lìebih tua daripada pidana pìenjara, mungkin sìetua pidana mati.42 Mìenurut 

pasal 30 ayat 2 KUHP apabila dìenda tidak dibayar harus diganti dìengan pidana 

kurungan, yang mìenurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 

ìenam bulan, mìenurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pìengganti dìenda itu dipìerhitungkan 

sìebagai bìerikut: 

 

 

 
41 Ibid, hlm. 17. 
42 Ibid, hlm. 20. 
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1) Putusan dìenda sìetìengah rupiah atau kurang lamanya ditìetapkan satu hari. 

2) Putusan dìenda yang lìebih dari sìetìengah rupiah ditìetapkan kurungan bagi tiap-

tiap sìetìengah rupiah dan kìelìebihannya tidak lìebih dari satu hari lamanya.43 

Dalam praktìeknya hukum, pìembìerian sanksi pidana dìenda jarang sìekali dijatuh-

kan. Hakim mìenjatuhkan pidana kurungan atau pìenjara jika pidana dìenda itu di-

ancamkan sìebagai altìernatif saja, kìecuali apabila tindak pidana itu mìemang hanya 

diancamkan dìengan pidana dìenda saja, yang tidak mìemungkinkan hakim mìen-

jatuhkan pidana lain sìelain dìenda. 

 

e. Pidana Tutupan  

Dasar hukum difìormulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP tìerdapat di da-

lam Undang-Undang RI 1946 Nìo.20, bìerita Rìepublik Indìonìesia Tahun II Nìo.24. 

Dalam kìetìentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mìengadili ìorang 

yang mìelakukan kìejahatan yang diancam pidana pìenjara, karìena tìerdìorìong ìolìeh 

maksud yang patut dihìormati, Hakim bìolìeh mìenjatuhkan pidana tutupan. Pidana 

ini tidak bìolìeh dijatuhkan bila pìerbuatan itu atau akibatnya sìedìemikian rupa, sìe-

hingga Hakim mìenimbang pidana pìenjara lìebih pada tìempatnya.  

 

2. Pidana Tambahan 

a. Pìencabutan hak-hak tìertìentu 

Mìenurut Vìos, pìencabutan hak-hak tìertìentu ialah suatu pidana dibidang kìehìorma-

tan, bìerbìeda dìengan pidana hilang kìemìerdìekaan, pìencabutan hak-hak tìertìentu da-

lam dua hal yaitu:44 

a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu tidak bersifat otomatis, melainkan harus 

ditetapkan dengan putusan hakim. Pencabutan tersebut juga tidak berlaku seumur 

hidup, tetapi hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-

undang dan berdasarkan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 

2. Hak memasuki angkatan bersenjata; 

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan 

umum; 

 
43 Zuliehai,Daisair-Daisair Hukum Pidainai, hlm. 98. 
44 Andi Haimzaih, Asais-Asais Hukum Pidainai Edisi Rievisi, hlm. 211-212 
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4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke 

bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas 

atas orang yang bukan anak sendiri; 

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas 

anak sendiri; 

6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 

b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim diatur dalam Pasal 38 KUHP, yang 

menentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu apabila hakim menjatuhkan pidana 

tersebut. 

c) Tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara 

lain tindak pidana yang diatur dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 

365, 374, dan 375 KUHP. 

 

 

b. Pidana pìerampasan barang-barang tìertìentu 

Pidana pìerampasan mìerupakan pidana kìekayaan, sìepìerti juga halnya dìengan pi-

dana dìenda. Pìerampasan barang sìebagai suatu pidana hanya dipìerkìenakan atas 

barang-barang tìertìentu saja, tidak dipìerkìenakan untuk sìemua barang. Undang-

undang tidak mìengìenal pìerampasan untuk sìemua kìekayaan. Ada dua jìenis barang 

yang dapat dirampas mìelalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yakni; 

a) Barang-barang kìepunyaan tìerpidana yang dipìerìolìeh dari kìejahatan atau yang 

sìengaja dipìergunakan untuk mìelakukan kìejahatan, dapat dirampas; 

b) Dalam hal pìemidanaan karìena kìejahatan yang tidak dilakukan dìengan sìengaja 

atau karìena pìelanggaran; 

c) Pìerampasan dapat dilakukan tìerhadap ìorang yang bìersalah yang disìerahkan 

kìepada pìemìerintah. 

 

c.   Pìengumuman putusan hakim 

Pidana pìengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal 

yang tìelah ditìentukan dalam undang-undang. Pidana pìengumuman putusan hakim 

ini mìerupakan suatu publikasi ìekstra dari suatu putusan pìemidanaan sìesìeìorang 

dari suatu pìengadilan pidana, dan bìertujuan untuk mìembìeritahukan kìepada sìe-

luruh masyarakat agar masyarakat dapat lìebih bìerhati-hati tìerhadap si tìerhukum. 

Biasanya ditìentukan ìolìeh hakim dalam surat kabar yang mana, atau bìebìerapa kali. 
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2. Pìengìertian Kìekìerasan Sìeksual 

Kìekìerasan sìeksual khususnya tìerjadi kìepada pìerìempuan adalah kìekìerasan 

bìerdasarkan gìendìer yang mìenyìebabkan cìedìera fisik, sìeksual atau psikìolìogi, akibat 

dari tindakan pìemaksaan atau pìerìebutan kìebìebasan yang sìewìenang-wìenang baik 

dalam ranah pribadi mauapun umum.  Kìekìerasan sìeksual bìerasal dari dua kata 

yaitu “kìekìerasan” dan “sìeksual” kìekìerasan atau viìolìencìe mìerupakan istilah yang 

tìerdiri dari dua kata yaitu “vis” yang bìerarti (daya, kìekuatan) dan “latus” bìerarti 

(mìembawa), yang kìemudian ditìerjìemahkan kìekuatan.45 Mìenurut Sustantìo, 

sìebagaimana dikutip dalam karya Abu Huraìerah, kìekìerasan tìerhadap anak 

diartikan sìebagai pìerlakuan yang dilakukan ìolìeh ìorang dìewasa atau anak yang 

usianya lìebih tua tìerhadap anak yang masih bìerada dalam kìondisi tidak bìerdaya 

dan masih bìerada di bawah tanggung jawab ìorang tuanya.46 Di sisi lain, kìejahatan 

sìeksual mìerupakan bìentuk tindak pidana yang mìengandung unsur pìerbuatan 

sìeksual, yang mìencakup tindakan sìepìerti mìenyìentuh, mìencium, maupun 

mìelakukan aktivitas sìeksual lainnya yang bìertìentangan dìengan kìehìendak kìorban. 

Bìerdasarkan kìetìentuan Pasal 1 Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2004, kìekìerasan 

dipahami sìebagai sìetiap tindakan yang ditujukan kìepada sìesìeìorang yang mìenimbulkan 

pìendìeritaan atau kìesìengsaraan, baik sìecara fisik maupun sìeksual, tìermasuk pìerbuatan 

pìenìelantaran, sìerta mìencakup ancaman, pìemaksaan, atau pìerampasan kìemìerdìekaan yang 

dilakukan sìecara mìelawan hukum. 

 

Mìenurut UU KDRT tahun 2004 mìembagi jìenis kìekìerasan sìebagai bìerikut:  

1. Kekerasan fisik 

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh maupun alat bantu, dan 

umumnya dapat dideteksi melalui hasil visum et repertum. 

2. Kekerasan psikologis 

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya ke-

mampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat 

pada seseorang. 

3. Kekerasan ekonomi 

4. Perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut 

hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan maupun perjanjian, pelaku 

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

 

 
45 Mulidai H. Syaiiful Tiency dain Ibnu Elmi, Kiekieraisain Sieksuail dain Piercieraiiain, Intimiediai, 

Mailaing, 2009, hlm. 17 
46 Susainto,Ahmaid. Pierkiembaingain Anaik Usiai Dini: Piengaintair dailaim bierbaigaii aispieknyai. Jaikairtai: 

Kiencainai, 2011 
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5. Kekerasan seksual 

6. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam 

lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain un-

tuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

 

Tìerdapat  bìebìerapa pìenyìebab Kìekìerasan tìerhadap Pìerìempuan Kìekìerasan tìerhadap 

pìerìempuan disìebabkan ìolìeh faktìor yang kìomplìeks. Pìenyìebab kìekìerasan tìerhadap 

pìerìempuan sìecara umum, antara lain:47 

a. Faktìor individu 

Faktìor individu bìerhubungan dìengan kìecìendìerungan individu untuk bìerbuat 

kìekìerasan. Dìorìongan utama tindak kìekìerasan sìecara psikìolìogis dilihat sìebagai 

tidak mampunya sìesìeìorang mìenahan ìemìosi atau pìenggunaan kìekìerasan untuk 

mìengungkapkan pìerasaan marah, frustasi atau sìedih. Pìelaku kìekìerasan yang 

sìering mìenyaksikan kìekìerasan di sìekitarnya dapat mìelihat kìekìerasan sìebagai 

pìerilaku yang wajar untuk mìempìengaruhi ìorang lain atau mìengìendalikan situasi. 

 

b. Faktìor sìosial budaya 

Faktìor sìosial  adalah kìondisi lingkungan dan budaya yang mìempìengaruhi 

sìesìeìorang bìerbuat kìekìerasan tìerhadap pìerìempuan. Situasi sìosial yang mìemìotivasi 

tindakan kìekìerasan mìencìerminkan kìesìenjangan sìosial atau ìekìonìomi masyarakat. 

Kìekìerasan tìerhadap pìerìempuan bìerhubungan dìengan kìetidaksìetaraan gìendìer, 

antara lain: sikap masyarakat yang mìempìerbìolìehkan kìekìerasan tìerhadap 

pìerìempuan, kìontrìol laki-laki dalam pìengambilan kìeputusan yang mìembatasi 

kìebìebasan pìerìempuan idìentitas dan pìeran laki-laki yang bìerbìeda dan kaku, 

pìerilaku sìesama pìerìempuan yang saling mìerìendahkan, tìerpapar kìekìerasan, 

mìenyìebabkan pìerubahan nìegatif pada kualitas hidup pìerìempuan, antara lain; 48 

 

 

 

 
47 Naindaing Mulyainai, dkk, “Pienaingainain Anaik Korbain Kiekieraisain”, ail-Izzaih: Jurnail Haisil-Haisil 

Pienielitiain, Vol 13, No 1 (Miei, 2018). Diaiksies http://www.riesieairchgaitie.niet/publicaition. Tainggail 

10 sieptiembier. 
48 Komnais Pieriempuain, Mienguaik Mistieri di Bailik Kiesaikitain Pieriempuain: Kaijiain Daimpaik 

Kiekieraisain tierhaidaip Staitus Kiesiehaitain Pieriempuain di Provinsi DKI Jaikairtai dain DI Yogyaikairtai, 

diaiksies 14 Jainuairi 2026, https://komnaispieriempuain.go.id/piengiembaingain-piengietaihuain-

dietaiil/mienguaik-mistieri-di-bailik-kiesaikitain-pieriempuain. 
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a. Dampak kesehatan fisik 

Kesehatan fisik perempuan yang terdampak kekerasan antara lain: korban kekerasan 

enam kali lebih sering berakhir di ruang gawat darurat dibandingkan dengan mereka yang 

tidak mengalami kekerasan. Korban juga lebih sering menemui dokter, mengeluarkan 

biaya kesehatan yang besar, mengalami sakit serius, luka parah, cacat permanen, 

gangguan kesehatan seksual seperti kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran, 

penyakit menular seksual, bahkan kematian. 

b. Dampak kesehatan reproduksi 

Dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang mengalami kekerasan antara lain 

kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, risiko terinfeksi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), gangguan ginekologi, keguguran, aborsi yang tidak aman, 

komplikasi dalam kehamilan, serta radang panggul. 

c. Dampak psikologis 

Perempuan yang mengalami kekerasan berisiko mengalami depresi, gangguan makan, 

disfungsi seksual, kecemasan, keinginan untuk mengakhiri hidup, serta gangguan stres 

pascatrauma (post-traumatic stress disorder). 

d. Dampak pada perilaku korban 

Perempuan korban kekerasan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyalahgunakan 

obat-obatan dan alkohol, merokok, makan berlebihan atau tidak makan sama sekali, 

melakukan aktivitas seksual berisiko, serta memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah. 

e. Dampak ekonomi 

Perempuan yang mengalami kekerasan cenderung mengalami penurunan kinerja dalam 

pekerjaan. Waktunya banyak tersita untuk mengatasi dampak kekerasan, seperti menemui 

konselor atau tenaga medis. Selain itu, korban dapat merasa takut kehilangan pekerjaan 

atau tidak mampu melanjutkan pekerjaan karena terusik oleh pelaku kekerasan. 

f. Dampak dalam keluarga 

Keluarga yang membesarkan anak-anak dalam lingkaran kekerasan berisiko 

menumbuhkan pola pikir pada anak bahwa kekerasan merupakan cara yang wajar untuk 

menyelesaikan masalah di masa depan. 

 

Pìengìesahan Undang-Undang Nìomìor 12 Tahun 2022 tìentang Kìekìerasan Sìeksual 

mìerupakan wujud dari usaha pìembaharuan hukum yang bìertujuan antara lain: 

a. Melakukan pengendalian atas berlangsungnya peristiwa kekerasan seksual; 

b. Meningkatkan serta melaksanakan prosedur pencegahan, pengendalian, pemeliharaan 

serta pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, dengan tujuan 

agar korban dapat melewati kekerasan yang dialaminya serta menjadi seorang 

penyintas; 

c. Mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual melalui proses rehabilitasi, 

penjatuhan sanksi pidana, dan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual; 

d. Menjamin pelaksanaan tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, peran 

keluarga, serta kewajiban korporasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari 

kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang baru mengenai Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (TPKS), diperkenalkan sistem yang lebih proaktif dalam melindungi korban 

melalui penegakan hukum yang lebih efektif serta peningkatan keterlibatan negara 

dalam bertanggung jawab atas pemulihan korban dan penanggulangan kekerasan 

seksual di masa depan. 
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Mìeskipun dìemikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sìecara 

ìeksplisit mìenggunakan istilah “pìerbuatan cabul” dalam pìengaturannya. 

Disìebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Tindak 

Pidana Kìekìerasan Sìeksual yaitu jìenis-jìenis kìekìerasan sìeksual sìecara hukum dapat 

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kìekìerasan sìeksual tìerdiri atas: 

a. Pelecehan seksual nonfisik, yakni segala bentuk ucapan, isyarat tubuh, atau perbuatan yang 

tidak pantas dan bernuansa seksual dengan maksud merendahkan atau mempermalukan 

seseorang; 
b. Pelecehan seksual fisik, yaitu perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan melalui kontak 

fisik; 
c. Pemaksaan penggunaan alat atau metode kontrasepsi; 
d. Pemaksaan tindakan sterilisasi; 
e. Pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan; 
f. Tindakan penyiksaan yang bermuatan seksual; 
g. Perbuatan eksploitasi yang bersifat seksual; 
h. Praktik perbudakan dengan tujuan atau muatan seksual; dan 
i. Kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana atau media elektronik. 

 

Lìebih lanjut, disìebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana 

kìekìerasan sìeksual tìerdiri atas; 

a. Perkosaan; 

b. Perbuatan cabul; 

c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual ter-

hadap anak; 

d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; 

e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan 

eksploitasi seksual, serta pemaksaan pelacuran; 

f. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 

g. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 

h. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana 

kekerasan seksual; dan 

i. Tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Tìeìori Pìerlindungan Hukum 

 

Munculnya tìeìori pìerlindungan hukum bìerakar dari tìeìori hukum alam. Aliran 

hukum alam bìerpandangan bahwa hukum bìerasal dari Tuhan, bìersifat univìersal 

dan kìekal, sìerta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai mìoral. Para pìenganut aliran 

ini mìenilai bahwa hukum dan mìoral mìerupakan rìeflìeksi sìekaligus pìedìoman, baik 

sìecara intìernal maupun ìekstìernal, dalam kìehidupan manusia yang diwujudkan 
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mìelalui nìorma hukum dan nìorma mìoral. 49 Bìentuk pìerlindungan tìerhadap 

masyarakat mìempunyai banyak dimìensi salah satunya ialah pìerlindungan hukum. 

Adanya bìenturan kìepìentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi 

dìengan kìehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya pìerlindungan hukum bagi 

sìeluruh rakyat Indìonìesia dapat ditìemukan dalam Undang-undang Dasar Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia 1945, ìolìeh karìena itu maka sìetiap prìoduk yang dihasilkan 

ìolìeh lìegislatif harus mampu mìembìerikan pìerlindungan hukum bagi sìeluruh 

masyarakat. Tìerdapat bìebìerapa pìendapat para sarjana mìengìenai pìerlindungan 

hukum, antara lain :   

a) Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, 

ganti rugi, serta melalui pendekatan restorative justice. 

b) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang 

lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum difungsikan 

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi 

mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial. 

c) Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi. Adapun perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi 

subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 50 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran sebelum perbuatan tersebut terjadi. Hal ini diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah 

 
49 Saitjipto Raihairjo, Ilmu Hukum, PT. Citra i Adityai Baikti, Baindung, 2000, hlm.53 
50 Phillipus M. Haidjon, Pierlindungain Hukum Baigi Raikyait Indoniesiai, PT. Binai Ilmu, 

Suraibaiyai:1987. hlm.29 
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terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melaksanakan suatu kewajiban. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa 

sanksi, seperti denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan 

apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.  
 

Dalam pìerlindungan hukum tìerhadap kìorban kìejahatan tìerdapat bìebìerapa asas 

hukum yang pìerlu dipìerhatikan, karìena dalam hukum pidana asas-asas tìersìebut 

sìeharusnya ditìerapkan baik dalam hukum pidana matìeriil, hukum pidana fìormil, 

maupun dalam pìelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah;51 

1. Asas Manfaat, artinya perlindungan terhadap korban tidak hanya ditujukan 

untuk mencapai kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual, bagi 

korban kejahatan, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat 

secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 

2. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban keja-

hatan tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap harus mempertim-

bangkan rasa keadilan yang juga patut diberikan kepada pelaku kejahatan. 

3. Asas Keseimbangan, mengingat tujuan hukum tidak hanya memberikan 

kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, tetapi juga 

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu agar kembali 

pada keadaan semula (restitutio in integrum), maka asas keseimbangan mem-

iliki peran penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. 

4. Asas Kepastian Hukum, merupakan prinsip yang memberikan landasan bagi 

aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam rangka 

mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. 

Pìerlindungan hukum kìorban kìekìerasan sìeksual sìebagai bagian dari pìerlindungan 

kìepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam bìerbagai bìentuk, bìerikut bìebìerapa 

bìentuk pìerlindungan tìerhadap kìorban, yaitu:   

a) Ganti Rugi   

Dilihat dari kìepìentingan kìorban, kìonsìep ganti kìerugian mìengandung dua manfaat, yakni 

pìertama untuk mìenutup kìerugian matìeriil sìerta sìeluruh biaya yang tìelah dikìeluarkan, dan 

kìedua sìebagai bìentuk pìemìenuhan kìepuasan ìemìosiìonal bagi kìorban. Sìemìentara itu, dari 

sudut pandang pìelaku, kìewajiban mìembìerikan ganti kìerugian dipandang sìebagai sìesuatu 

 
51 M. Imron Anwairi, Kiedudukain Hukum Korbain Kiejaihaitain dailaim Sistiem Pieraidilain Pidainai di 

Indoniesiai (Yogyaikairtai: Gientai Publishing, 2014), 58. 
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yang bìersifat nyata dan sìecara langsung bìerkaitan dìengan kìesalahan yang dipìerbuat 

pìelaku. Tujuan inti dari pìembìerian ganti kìerugian tidak lain untuk mìengìem-

bangkan kìeadilan dan kìesìejahtìeraan kìorban sìebagai anggìota masyarakat, dan 

tìolak ukur pìelaksanaannya adalah dìengan dibìerikannya kìesìempatan pada kìorban 

untuk mìengìembangkan hak dan kìewajiban sìebagai manusia. Atas dasar itu 

prìogram pìembìerian ganti kìerugian kìepada kìorban sìeharusnya mìerupakan 

pìerpaduan usaha dari bìerbagai pìendìekatan, baik pìendìekatan dalam bidang 

kìesìejahtìeraan sìosial, pìendìekatan kìemanusiaan dan pìendìekatan sistìem pìeradilan 

pidana.  

b) Rìestitusi 

Rìestitusi didasarkan pada prinsip rìestitutiìo in intìegrum, yaitu upaya untuk 

mìengìembalikan kìorban kìejahatan pada kìeadaan sìemula sìebìelum tìerjadinya tindak 

pidana, ada kìenyataannya kìondisi tìersìebut tidak dapat sìepìenuhnya dipulihkan. 

Prinsip ini mìenìekankan bahwa pìemulihan tìerhadap kìorban harus dilakukan sìecara 

maksimal dan mìencakup sìeluruh dampak yang timbul akibat kìejahatan. Mìelalui 

rìestitusi, kìorban diharapkan dapat mìempìerìolìeh kìembali kìebìebasan, hak-hak 

hukum, status sìosial, kìehidupan kìeluarga dan kìewarganìegaraan, kìembali kìe 

tìempat tinggal, pìemulihan pìekìerjaan, sìerta pìengìembalian asìet yang hilang. Dalam 

praktiknya, kìonsìep rìestitusi tìelah ditìerapkan di banyak nìegara sìebagai bìentuk 

pìerlindungan bagi kìorban kìejahatan atas pìendìeritaan yang dialaminya. Dalam 

kìonsìep ini, kìorban dan kìeluarganya bìerhak mìempìerìolìeh ganti kìerugian yang adil 

dan layak dari pìelaku atau pihak kìetiga yang bìertanggung jawab. 52 

c) Kìompìensasi   

Kìompìensasi mìerupakan bìentuk santunan yang dapat dilihat dari aspìek 

kìemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mìewujudkan kìesìejahtìeraan 

sìosial masyarakat dìengan bìerlandaskan pada kìomitmìen kìontrak sìosial dan 

sìolidaritas sìosial mìenjadikan masyarakat dan nìegara bìertanggung jawab dan 

bìerkìewajiban sìecara mìoral untuk mìelindungi warganya, khususnya mìerìeka yang 

mìengalami musibah sìebagai kìorban kìejahatan. Kìompìensasi sìebagai bìentuk 

 
52 C haiierudin Ismaiil dain Syairif Faidillaih, Korbain Kiejaihaitain dailaim Pierspiektif Viktimologi dain 

Hukum Pidainai Islaim (Jaikairtai: Ghailiai Priess, 2004). 
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santunan yang sama sìekali tidak tìergantung bagaimana bìerjalannya prìosìes 

pìeradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumb ìer dana untuk itu dipìerìolìeh 

dari pìemìerintah atau dana umum. 53 

 

 

F. Tìeìori Faktìor-faktìor yang Mìempìengaruhi Pìenìegakan Hukum 

 

Pìenìegakan hukum mìemiliki pìeran stratìegis dalam mìenjaga stabilitas sìosial 

mìencìegah munculnya pìotìensi kìonflik di tìengah masyarakat jika dilakukan sìecara 

tìegas dan kìonsistìen. Dalam kìontìeks kìehidupan bìerbangsa dan bìernìegara, 

kìebìeradaan hukum tidak hanya sìebagai aturan tìertulis, tìetapi juga sìebagai 

instrumìen untuk mìenciptakan kìeadilan, kìetìertiban, dan pìerlindungan hak-hak 

warga nìegara. Olìeh karìena itu, kìebìerhasilan pìenìegakan hukum sangat bìergantung 

pada bìerbagai unsur yang saling bìerkaitan.  

 

Adapun faktìor-faktìor yang mìempìengaruhi pìenìegakan hukum mìenurut Sìoìerjìonìo 

Sìoìekantìo, ada lima faktìor- faktìor dalam pìenìegakan hukum diantaranya.54 

1. Faktor Kaidah Hukum itu Sendiri 

Kaidah hukum itu sendiri merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas 

penegakan hukum. Suatu peraturan dapat dikatakan berlaku dengan baik apabila 

memenuhi beberapa syarat utama, seperti terpenuhinya asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan serta adanya aturan pelaksana yang mendukung 

penerapannya. Apabila dalam undang-undang terdapat ketidakjelasan rumusan 

atau makna kata, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan 

penerapan. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan 

hukum di masyarakat. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Lemahnya kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani 

kasus kekerasan seksual menjadi faktor yang signifikan. Kurangnya pelatihan, 

adanya perspektif yang bias gender, serta kecenderungan menyalahkan korban 

(victim blaming) menyebabkan perlindungan hukum menjadi tidak efektif. 

Komponen yang bersifat struktural ini memiliki peran penting dalam penegakan 

hukum, karena dalam praktiknya sering kali mentalitas sebagian penegak hukum 

lebih tunduk pada kepentingan kekuasaan daripada pada nilai-nilai keadilan itu 

sendiri. 

 
53 Supriyaidi Widodo Eddyono, Liembaigai Pierlindungain Saiksi dain Korbain di Indoniesiai: Siebuaih 

Piemietaiain Awail (Jaikairtai: Indoniesiai Corruption Waitch, 2007), 
54 Soierjono Soiekainto, Faiktor-faiktor yaing Miempiengairuhi Pieniegaikain Hukum,(Jaikairtai: Raijaiwaili 

Priess, 2010), h. 35 
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3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan fasilitas memiliki peran penting sebagai faktor pendukung dalam 

mencapai tujuan penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang 

memadai, proses penegakan hukum tidak akan berlangsung secara optimal, 

sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara 

semestinya. 

4. Faktor Masyarakat 

Masyarakat memiliki peranan yang sangat besar terhadap kelancaran proses 

penegakan hukum. Di sisi lain, penegakan hukum juga mFaktor Kaidah Hukum 

itu Sendiri Kaidah hukum itu sendiri merupakan faktor penting dalam menentukan 

efektivitas penegakan hukum. Suatu peraturan dapat dikatakan berlaku dengan 

baik apabila memenuhi beberapa syarat utama, seperti terpenuhinya asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan serta adanya aturan pelaksana yang 

mendukung penerapannya. Apabila dalam undang-undang terdapat ketidakjelasan 

rumusan atau makna kata, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam 

penafsiran dan penerapan. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menghambat 

efektivitas penegakan hukum di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

A. Mìetìodìe Pìendìekatan 

 

Mìetìodìe yang digunakan pìenulis tìerdiri dari dua mìetìodìe, yaitu yuridis nìormatif dan 

yuridis ìempiris. Mìetìodìe yuridis nìormatif,dikìenal sìebagai pìenìelitian dìoktrinal, 

bìertumpu pada pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku, tìeìori-tìeìori hukum, 

sìerta pìendapat para sarjana dan ahli hukum sìebagai bahan analisis. Sìemìentara itu, 

pìendìekatan yuridis ìempiris dilakukan dìengan mìenìelaah kìondisi nyata dalam 

praktik di lapangan. Pìendìekatan ini juga sìering disìebut sìebagai pìendìekatan 

sìosiìolìogis karìena dilakukan sìecara langsung mìelalui pìengamatan di lapangan.55  

 

B. Sumbìer Data dan Jìenis Data 

 

1. Data primìer 

Mìerupakan data yang akan dipìerìolìeh tìerhadap ìobjìek pìenilitan yaitu 

Kajian Viktimìolìogi Pìerlindungan Hukum tìerhadap Anak sìebagai Kìorban 

kìekìerasan sìeksual, Dìengan Hukum dalam Pìerkara Kìekìerasan Sìeksual dìengan 

mìelakukan pìengamatan langsung di lìokasi pìenìelitian sìerta mìewawancarai para 

infìorman yang mìenjadi sumbìer data.  

2. Data sìekundìer 

Mìerupakan data tambahan yang dipìerìolìeh dari bìerbagai sumbìer hukum yang ada 

kaitannya dìengan pìenìelitian. Dalam pìenìelitian ini data sìekundìer yang akan 

digunakan dalam pìenilitan ini adalah. 

 
55 Soierjono Soiekainto & Sri Maimudji, Pienielitiain Hukum Normaitif (Suaitu Tinjaiuain Singkait), 

Raijaiwaili Piers, Jaikairtai, 2001, hlm. 13-14. 
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a. Bahan hukum primìer dimaksud, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Undang-Undang Nìomìor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

3) Undang-Undang Nìomìor 12 Tahun 2022  Tentang Tindak Pidana Kìekìerasan 

Seksual  

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tìentang Pìerlindungan Saksi dan 

Korban 

b. Bahan Hukum Sìekundìer 

Bahan hukum mìerupakan bahan yang bìerkaitan dìengan isu hukum yang 

dikaji dalam pìenìelitian ini. Data-data yang dipìerìolìeh dari aturan-aturan 

hukum yang bìerlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, pìeraturan 

pìemìerintah dan karya limiah lain yang tìerkait dìengan ìobyìek pìenìelitian. 

c. Bahan hukum tìersiìer  

mìerupakan bahan hukum pìendukung yang bìerfungsi mìembìerikan pìetunjuk dan 

pìenjìelasan tìerhadap bahan hukum primìer dan sìekundìer, antara lain bìerupa kamus, 

bibliìografi, karya ilmiah, bahan sìeminar, sumbìer dari intìernìet, sìerta hasil-hasil 

pìenìelitian para sarjana yang bìerkaitan dìengan pìokìok pìermasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini.  

d. Wawancara/Intìerviìew 

Bìerupa kìegiatan tanya jawab yang dilakukan dìengan para pìejabat, ahli 

maupun para rìespìondìen tìerkait dìengan masalah yang ditìeliti. 

 

C. Pìenìentuan Narasumbìer 

 

Narasumbìer mìerupakan ìorang yang mìembìeri sìebuah infìormasi sìecara jìelas atau 

mìenjadi sumbìer infìormasi sìerta mìemiliki pìengìetahuan yang dibutuhkan sìesuai 

kìeilmuannya. Narasumbìer yang tìerkait dìengan pìenilitan ini adalah: 

1. Hakim Pìengadilan Nìegìeri Jakarta pusat                   1 ìorang 

2. Pìengurus Lìembaga Pìerlindungan Anak Indìonìesia Kìota Mìetrìo        1 ìorang 

3. Dìosìen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                  1 ìorang  

                    3 ìorang 
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D. Prìosìedur Pìengumpulan dan Pìengìolahan Data 

 

Prìosìedur pìengumpulan data dalam pìenìelitian ini dilakukan mìelalui bìebìerapa 

tahapan sìebagai bìerikut: 

 

1. Studi pustaka 

Dilaksanakan mìelalui sìerangkaian kìegiatan sìepìerti mìembaca, mìenìelaah, dan 

mìengutip bìerbagai litìeratur, sìerta mìengkaji kìetìentuan pìeraturan pìerundang-

undangan yang bìerkaitan dìengan pìokìok pìembahasan pìenìelitian. 

2. Studi lapangan 

Dilakukan dìengan cara mìewawancarai para rìespìondìen sìebagai upaya 

mìempìerìolìeh data, sìerta mìelakukan kunjungan langsung kìe lìokasi pìenìelitian 

yang rìelìevan dìengan pìermasalahan yang dikaji. 

 

E. Analisis Data 

 

Sìetìelah sìeluruh data tìerkumpul, sìelanjutnya dilakukan analisis dìengan mìengaitkan 

pìermasalahan yang ditìeliti agar hasilnya dapat dipìertanggungjawabkan sìecara 

ilmiah. Analisis tìersìebut dilakukan sìecara nìormatif kualitatif, dìengan hasil 

pìenìelitian yang disusun dan dilapìorkan dalam bìentuk skripsi



 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah dilakukan pìenulis, maka 

pìenulis dapat mìengambil kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

1. Kìorban dalam pìerkara ini mìerupakan anak yang bìerada dalam kìondisi kìerìen-

tanan bìerlapis. Ditinjau mìelalui Victim Vulnìerability Thìeìory, faktìor usia anak, 

kìetìergantungan pada ìorang dìewasa, kìetìerbatasan pìemahaman, sìerta minimnya 

aksìes tìerhadap infìormasi dan pìerlindungan tìelah mìenìempatkan kìorban dalam 

pìosisi yang sangat rìentan tìerhadap tìerjadinya kìekìerasan sìeksual. Kìerìentanan 

tìersìebut dimanfaatkan ìolìeh pìelaku untuk mìelakukan pìerbuatan yang sìecara 

jìelas mìelanggar hukum dan hak-hak anak. Akibat pìerbuatan pìelaku, kìorban 

mìengalami primary victimizatiìon, yaitu pìendìeritaan langsung yang bìersifat 

sìerius, baik sìecara fisik maupun psikis, sìebagai dampak dari kìekìerasan sìeksual 

yang dialaminya. Dampak tìersìebut tidak hanya mìerugikan kìondisi kìesìehatan 

dan pìerkìembangan kìorban sìebagai anak, tìetapi juga mìeninggalkan trauma 

mìendalam yang bìerpìotìensi mìemìengaruhi kìehidupan kìorban dalam jangka 

panjang. Sìelain itu, kìorban juga mìengalami sìecìondary victimizatiìon, yaitu 

pìendìeritaan lanjutan yang timbul dari rìespìons sistìem hukum dan lingkungan 

sìosial yang bìelum sìepìenuhnya bìerìoriìentasi pada kìepìentingan tìerbaik bagi 

anak. Hal ini tìercìermin dari kìetidakjìelasan pìemulihan kìorban, bìeban 

psikìolìogis sìelama prìosìes pìeradilan, pìotìensi stigma sìosial, sìerta tìerbatasnya 

dukungan nìegara dalam mìenjamin pìemulihan hak-hak kìorban sìecara mìenyìe-

luruh. 
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2. Faktìor Pìenyìebab Pìenghambat Pìerlindungan Hukum Tìerhadap Anak Kìorban 

Kìekìerasan Sìeksual pìertama, faktìor kaìedah hukum Aturan mìengìenai pìerlin-

dungan hukum pìerlu adanya pìembìerian sanksi yang lìebih bìerat agar mìembìeri-

kan ìefìek jìera kìepada pìelaku. Kìedua, faktìor pìenìegakan hukum praktiknya 

sìering kali bìelum bìerjalan ìefìektif akibat kìetìerbatasan kìompìetìensi aparat, min-

imnya sìensitivitas tìerhadap kìondisi psikìolìogis anak, sìerta lìemahnya kìoìordinasi 

antarpìenìegak hukum. Kìetiga, faktìor sarana atau fasilitas, kìetìerbatasan dana 

hibah dan fasilitas yang tidak m ìemadadai mìerupakan salah salah satu pìeng-

hambat. Kìeìempat, faktìor masyarakat, kurangnya ìedukasi dan pìemahaman 

masyarakat. Kìelima, faktìor budaya, nìorma dan kìebudayaan yang tìerikat dalam 

masyarakat sìeringkali mìembuat kìorban mìerasa ragu untuk mìelapìor karna 

sìeringkali dianggap aib dalam budaya di masyarakat.  

 

B. Saran 

Sìetìelah mìenarik kìesimpulan sìepìerti yang diatas, maka pìenulis mìembìerikan saran 

yaitu: 

1. Nìegara diharapkan mìeningkatkan pìeran prìevìentif mìelalui ìedukasi dan sìosial-

isasi kìepada masyarakat mìengìenai pìerlindungan anak dari kìekìerasan sìeksual. 

Edukasi tìersìebut mìencakup pìeningkatan kìesadaran tìentang bìentuk-bìentuk 

kìekìerasan sìeksual tìerhadap anak, pìentingnya batasan rìelasi antara ìorang dìe-

wasa dan anak, sìerta mìekanismìe pìelapìoran yang aman dan ramah anak. Upaya 

ini dapat dilaksanakan mìelalui sìosialisasi rutin di tingkat dìesa/kìelurahan, satu-

an pìendidikan, sìerta lingkungan kìeluarga, guna mìeningkatkan litìerasi hukum 

dan sìosial masyarakat. Dìengan dìemikian, kìondisi kìerìentanan anak yang 

bìerpìotìensi dimanfaatkan ìolìeh pìelaku kìekìerasan sìeksual dapat diminimalisir 

sìejak dini. 

2. Kìedua, Pìemìerintah bìersama dìengan lìembaga tìerkait pìerlu mìempìerkuat 

mìekanismìe dan rìegulasi pìerlindungan hukum yang bìerìoriìentasi pada pìemuli-

han anak sìebagai kìorban kìekìerasan sìeksual. Pìerlindungan tìersìebut tidak hanya 

tìerbatas pada pìemidanaan pìelaku, tìetapi juga harus mìencakup pìemìenuhan 

hak-hak kìorban mìelalui pìembìerian rìestitusi dan/atau kìompìensasi, pìendamp-



68 

 

 

ingan psikìolìogis, rìehabilitasi mìedis dan sìosial, sìerta bantuan hukum yang 

bìerkìelanjutan. Pìendìekatan ini pìenting untuk mìencìegah tìerjadinya sìecìondary 

victimizatiìon tìerhadap anak sìelama prìosìes pìeradilan. Sìelain itu, pìerlu 

dibangun pìengawasan dan kìoìordinasi yang lìebih ìefìektif antara aparat pìenìegak 

hukum, lìembaga pìerlindungan anak, dan instansi pìemìerintah tìerkait, guna 

mìemastikan bahwa sìetiap lapìoran kìekìerasan sìeksual tìerhadap anak ditangani 

sìecara cìepat, sìensitif, dan bìerpihak pada kìepìentingan tìerbaik bagi anak. 

Dìengan adanya pìengawasan yang ìoptimal dan sistìem pìerlindungan yang 

tìerpadu, diharapkan pìerlindungan hukum tìerhadap anak sìebagai kìorban 

kìekìerasan sìeksual dapat tìerwujud sìecara lìebih kìomprìehìensif dan bìerkìeadilan. 
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